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INTISARI
RIMBA, Nomor Pokok E121 10 272, Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS PRINSIP
PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR” di bawah bimbingan Bapak Dr. H. A.
Gau Kadir, MA selaku pembimbing I dan Bapak A. Lukman Irwan, S.IP, M.SI
selaku pembimbing II.
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar,dan
bertujuan untuk Untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan
pembangunan di Kota Makassar khusunya Kecamatan Tamalanrea serta
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Makassar
khususnyadi Kecamatan Tamalanrea.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif
dan menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi visual, yaitu pengumpulan data dengan
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara
dengan informan, dan studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah,
surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, internet dan ditunjang
dengan data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan
pembangunan di Kecamatan Tamalanrea masih perlu untuk diperbaiki dan
ditingkatkan baik dalam proses perencanaan maupun pada pelaksanaan
pembangunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan




RIMBA, cardinal student number E121 10 272, Program Studi Ilmu
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, compiled the scription entitled
“ANALISIS PRINSIP PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR”,
supervised by Dr. H. A. Gau Kadir, MA as consultant I and A. Lukman Irwan,
S.IP, M.SI as consultant II.
This research located in Tamalanrea district of Makassar city. It aimed
to know implementation process of development planning in Makassar
specially in Tamalanrea district and to know the factors influencing
implementation of the Development Planning Meeting (Musrenbang) in
Makassar specially in Tamalanrea District.
This research was a study case using descriptive and qualitative
method. Technique of collecting data this research was visual observation,
collecting data through direct observation toward the object of research,
interviewing the informants, and library study through reading books,
magazines,newspaper,documents,laws,and internet which was supported by
secondary data.
The result of this research showed that implementation of development
planning in Tamalanrea district still need to improve and upgrade the planning
process and development implementation. Whereas, the factors influencing
implementation of the Development Planning Meeting (Musrenbang) in
Tamalanrea district are found, time, job, income,age, and social participation.
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Selama rezim orde baru berkuasa model pembangunan yang dipilih
adalah model pembangunan sentralistik, meletakkan pemerintah pusat
sebagai pemrakarsa, perencana, dan pelaksana tunggal pembangunan di
negara ini. Daerah hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan,
bukan sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Pemerintah daerah
kemudian mengalami degradasi kreatifitas dalam upaya mencari ide-ide
dan strategi pembangunan alternatif yang dibutuhkan untuk menunjang
keberhasilan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bergulirnya bola reformasi tahun 1998 membawa perubahan yang
luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan daerah. Keadilan dan distribusi
kewenangan pusat dan daerah menjadi salah satu hal yang diberi
perhatian lebih oleh seluruh elemen bangsa. Dikeluarkannya Undang-
Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-
Undang No. 32 tahun 2004, memberikan kewenangan yang luas kepada
daerah untuk menentukan masa depan daerahnya berdasarkan potensi
yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
menitikberatkan pada pelaksanaan asas desentralisasi. Daerah
2kabupaten/ kota menjadi titik pusat otonomi daerah sedangkan
pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator dan wakil pemerintah
pusat di daerah.
Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi
adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan,
demokratisasi serta penghormatan terhadap potensi lokal dan
keanekaragaman budaya. Atas dasar itulah Undang-Undang No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang
terhadap daerah agar lebih leluasa mengatur dan melaksanakan
pembangunan sesuai potensi dan keinginan masyarakat.
Sekalipun undang-undang tersebut memberikan kebebasan
kepada daerah untuk merancang kebijakan pembangunannya sendiri,
namun konsep pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai
pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan akumulasi
dari pembangunan daerah dan mempunyai pengertian yang paralel jika
dikatakan bahwa kesejahteraan nasional merupakan totalitas dari
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Olehnya itu, pembangunan harus
mencakup seluruh wilayah dan menyentuh semua strata masyarakat serta
segala aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi,
maupun stabilitas bernegara.
Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia
secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung
3makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat
yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil maupun non-
materil secara merata.
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diperlukan proses yang
terus menerus sehingga melalui proses ini diharapkan akan terjadi
peningkatan kuantitatif dan perubahan kualitatif. Agar proses ini berjalan
secara teratur dan terarah maka diperlukan sebuah perencanaan.
Perencanan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan
yang baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti
sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, karena
betapapun pelaksanaan kegiatan telah diawali perencanaan yang matang,
namun sering pula timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan
kegiatan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar
diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Olehnya itu
ketepatan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak
harus disertai dengan kesadaran yang penuh serta kesungguhan dan
kemauan dari setiap unsur yang terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan berbagai
aspek kehidupan misalnya perencanaan di bidang ekonomi, perencanaan
di bidang politik, perencanaan di bidang sosial ,dan perencanaan di
bidang- bidang lainnya. Hal ini berarti permasalahan pembangunan kian
4hari kian kompleks. Karenanya, dituntut pembangunan yang
multidimensional yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
Perlunya keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting karena
pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi
(bercirikan top down). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang
mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program
pembangunan berarti memberikan peluang seluas-luasnya pada
masyarakat untuk mengarahkan sumber daya,potensi, merencanakan
serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan
pembangunan yang akan mensejahtrakan mereka sehingga mereka
berdaya.
Berdasarkan hasil penelitian W. Boyers (1985) menyimpulkan
bahwa legitimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan
dalam skala nasional bagi suatu negara berkembang, program yang
dilakukan dengan memperhatikan situasi dilaksanakan dari bawah keatas
(bottom-up), dan program tersebut sesuai bagi rakyat, ketimbang
dilakukan secara seragam (tp-down) dengan program yang didominasi
oleh pemerintah pusat.
Partisipasi merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam
perencanaaan pembangunan. Partisipasi dalam perncanaan
pembangunan tidak hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat atau
pemerintah. Namun kedua pihak ini bersama-sama merumuskan suatu
5perencanaan sehingga menghasilkan perncanaan yang baik untuk semua
pihak.
Maka dari itu diharapkan dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan diKota Makassar khususnya diKecamatan Tamalanrea
diharapkan menggunakan pendekatan partisipatif dimana partisipasi dari
semua pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah setempat,
dikarenakan partisipasi yang maksimum dapat melahirkan sebuah
perencanaan yang baik kedepannya.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Prinsip Partisipatif Dalam
Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan,
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pembangunan
Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalanrea?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Makassar
khususnya di Kecamatan Tamalanrea?
61.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yakni :
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan
pembangunan di Kota Makassar khusunya Kecamatan
Tamalanrea.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan
(Musrenbang) di Kota Makassar khususnya Kecamatan
Tamalanrea.
1.4. Manfaat Penelitian
Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan
memiliki manfaat sebagai berikut :
a. Bagi ilmu pengetahuan:
1) Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam
melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu
pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
2) Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya
yang berminat mengenai perilaku aparat birokrasi dalam
pelayanan izin usaha di Kota Makassar.
b. Bagi instansi terkait dan Masyarakat:
Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi
pihak pemerintah Kota Makassar khususnya Kecamatan
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Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori yang
dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam
penelitian ini.Adapun konsep teori tersebut yang dimaksut adalah:
2.1. Prinsip Partisipasi
Partisipasi merupakan sumbangsi seseorang baik itu dalam bentuk
materi maupun pemekiran dalam menyukseskan program atau rencana
yang akan dilaksanakan. Menurut Ach. Wazir Ws.,et al (1999: 29) defenisi
Partisipasi:
“partisipasi bisa diartikan sebagaiketerlibatan seseorang secara
sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasitertentu. Dengan
pengertian itu, seseorang bias berpartisipasi bila iamenemukan
dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai
proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi,
perasaan, kesetiaan,kepatuhan dan tanggungjawab bersama”.
Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan
definisinya tentang partisipasi yang dikutif oleh R.A. Santoso Sastropoetro
(1988:13) sebagai berikut:
“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau
pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang
mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok
dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab
terhadap usaha yang bersangkutan.”
Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara sering
mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam berbagai keputusan
yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat
9kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak
jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga
negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional
atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat
rakyat kecil. Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan-
pertimbangan ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan
pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi
mereka sebagai warga negara. Pembangunan politis dalam banyak hal
telah disubordinasi oleh pembangunan ekonomis maupun kebijakan-
kebijakan pragmatis pejabat tertentu.
Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk
terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat
dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat
dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.
Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus
mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil
yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan
manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok
masyarakat saja secara tidak proporsional.
Bagaimanapun jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya
dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus
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senantiasa memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung
partisipasi seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidak-tidaknya
ada 2 alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara
demokratis. Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang
paling paham mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari
kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung semakin luas
dan kompleks, birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab
itu, untuk menghindari alienasi warga negara, para warga negara itu harus
dirangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat
pemerintah.
Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang
dapat dilakukan oleh pemerintah adalah :
a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik
b. menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan
mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk
aktivitas warga negara dalam kegiatan publik,
c. mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa
layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan
panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat
akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau
mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan.
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2.2. Jenis atau Bentuk, Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Partisipasi
2.2.1 Jenis-Jenis atau Bentuk Partisipasi
Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro
(1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat,
yaitu sebagai berikut:
1. Pikiran (Psychological participation).
2. Tenaga (Physical participation).
3. Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical
participation).
4. Keahlian (Participation with skill).
5. Barang (Material participation).
6. Uang (Money participation).
Agak berbeda dengan davis, adapun Wilcox (1994)




3. Pembuatan keputusan bersama
4. Melakukan tindakan bersama
5. Mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa
masyarakat.
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Menurut Wilcox, pada level mana partisipasi masyarakat
akan dilakukan sangat tergantung pada kepentingan apa yang
hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang
akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu
masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam
pengambilan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian
informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai.
Selanjutnya, Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001:
127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi
masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation).
Dalam tangga partisipasi ini, Arstein menggambarkan berbagais
jenis partisipasi dari yang hanya bersifat simbolik (manipulasi)
sampai dengan partisipasi yang bersifat subtansial dimana
masyarakat memegang control terhadap jalannya pemerintah.
Secara lengkap " Delapan Tangga Partisipasi” itu dapat diliat
dari table dibawah ini:

















Sumber Arnstein (1969) dalam Wilcox (1994)
Berdasarkan jenis partisipasi diatas dapat disimpulkan
bahwa manfaat maksimal dari keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh kepentingan,
isu, dan masalah yang hendak dipecahkan.
Berdasarkan motivasi yang mendasarinya, partisipasi
dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni ;
1. berpartisipasi karena perasaan takut.
2. berpatisipasi karena sekedar ikut-ikutan dan
solidaritas.
3. berpartisipasi karena mengerti dan sadar bahwa
partisipasinya dalam kegiatan sosial tersebut
merupakan kewajiban sekaligus haknya.
Selanjutnya menurut Soetomo bentuk partisipasi yang
paling terakhir itulah yang paling ideal. Meskipun demikian
harus disadari pula, bahwa dalam praktek tidak jarang terjadi
bentuk partisipasi karena perasaan takut (pertama) serta bentuk








bentuk partisipasi atas dasar kesadaran pribadi (ketiga).karena
bentuk partisipasi atas dasar kesadaran pribadi dianggap paling
ideal, maka yang paling penting dalam menggerakkan
partisipasi adalah penanaman pengertian secara luas dan
merata tentang makna partisipasi dalam kegiatan sosial, arti
penting bermasyarakat serta kegotong royongan.
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Tingkat partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh
fakta tunggal, tetpai banyak factor yang mempengaruhi
didalamnya. Adapun uraian-uraian dari faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:
Menurut Mubyarto (1984:8) factor-faktor yang





5. Status sosial dan percaya diri
6. Tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan.
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Selanjutnya, Tjokroamidjojo (1974) mengemukakan





Yang dimaksud oleh Tjokroamidjojo sebagai komunikasi
disini adalah penyampaian mengenai kebijaksanaan dan
rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada
masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan suatu iklim
pengertian aspirasi dan kepentingan berbagia kelompok
masyarakat dan pengemban kepada tujuan-tujuan yang bersifat
pembangunan secara nasional.
Sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo diatas,
Koentjaraningrat mengemukakan bahwa dengan member
pengetahuan atau informasi tentang tujuan dan manfaat proyek
yang dilaksanakan maka tingkat partisipasi semakin baik.
Hasil penelitaian Sulaiman Asang dan Suratman
menunjukan bahwa status sosial ekonomi seorang terdiri dari
tingkat pendidikan, jenis pekerjaan pokok dan tingkat
pendapatan dengan tingkat partisipasi terdapat hubungan yang
sifatnya positif yaitu semakin rendah status sosial ekonomi
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seseorang semakin rendah pulah tingkat partisipasinya dalam
pelaksanaan program pembangunan.
Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar
partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi
masyarakat adalah:
1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau
memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan
sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang
diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam
lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam
pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena
penunggangan oleh kepentingan perseorangan atau
sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
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9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah,
kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum
masyarakat.
Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi
yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak
faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan
seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:
1. Usia
Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap
seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang
ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan
keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang
lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi
daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Jenis kelamin
Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai
bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan
adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat
peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah
tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan
tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi
dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
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3. Pendidikan
Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk
berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap
hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang
diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh
masyarakat.
4. Pekerjaan dan penghasilan
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena
pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan
yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik
dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong
seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam
suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan
perekonomian
5. Lamanya tinggal
Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu
dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut
akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia
tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap
lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang
besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.
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2.3 Tinjauan Tentang perencanaan
Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang
berartirancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan.
Menurut Waterson (dalamDiana Conyers, 1994: 4) pada
hakekatnya perencanaan adalah:
“usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus
menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari
sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu”.
Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4)
menyatakan bahwa perencanaan adalah:
“suatubentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta
serta situasi sebagaimana adanyadan mencari jalan
keluar guna memecahkan masalah”.
Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002: 14) yang
menyebutkan bahwa secara umumperencanaan merupakan
“proses penyiapan seperngkat keputusan
untukdilaksanakan pada waktu yang akan datang yang
diarahkan pada pencapaiansasaran tertentu”.
Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh
Sitanggang,mengemukakan bahwa perencanaan diartikan sebagai
alat atau unsur dalam upayamenggerakan dan mengarahkan
organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuanyang ditentukan.
Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) berpendapatbahwa
perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan
sebaik-baiknya(maximum Output) dengan sumber-sumber yang
ada supaya lebih efisien danefektif. Beliau juga mengungkapkan
20
bahwa perencanaan adalah penentuan tujuanyang akan dicapai
atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilama dan oleh siapa.
Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan
mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalammana
perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan,
serta periodesekarang pada saat rencana dibuat.Dari beberapa
pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapakomponen
penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak
dicapai),kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan
waktu (kapan,bilamana kegiatan tersebut hendak
dilakukan).Menurut Koontz dan O’Donnel, perencanaan adalah
fungsi seorangmanajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-
tujuan, kebijakan-kebijakan,prosedur-prosedur, proigram-program
dari alternatif yang ada. Sedangkan LouisA Allen mengemukakan
bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaiantindakan
untuk mencapai hasil yang diinginkan.Ada 6 langkah atau proses
perencanaan, yaitu:
1. Perumusan tujuan
Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan
tentang keinginan ataukebutuhan organisasi atau kelompok
kerja. Tanpa rumusan tujuan yangjelas, organisasi akan
menggunakan sumberdaya-sumber dayanya secaratidak efektif.
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2. Perumusanmasalah
Kegiatan ini sangat penting, hanya setelah keadaan
organisasi saat inidianalisa dapat dirumuskan untuk
menggambarkan rencana kegiatan lebihlanjut.
3. Melakukan analisa
Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan
hambatan perludiidentifikasikan untuk mengukur kemampuan
organisasi dalam mencapaitujuan.
4. Pengembangan alternatif
5. Pemilihan alternative yaitu pemilihan alternatif terbaik (paling
memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.
6. pengembangan rencana derivative
2.4 Tinjauan Tentang pembangunan
Berbagai pengertian tentang pembangunan telah
dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik, maupun pakar sosial.
Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak
sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan
kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pambangunan
sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya.
Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa
bergerak maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.
Jadi bukan hanya dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.
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Menurut Wrihatnolo pembangunan secara sederhana
diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara
terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh
dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.
Menurut Todaro (1988), pembangunan diartikan sebagai
suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-
perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental
masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula
akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan
pengentasan kemiskinan.
Dengan demikian pembangunan harus dipandang sebagai
proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan
mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan
institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi
pembangunan/ pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan
pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi hakekatnya
pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu
masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan,
tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan
individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di
dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan
yang lebih baik.
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Siagian (1994) memberikan pengertian tentang
pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara
sadar oleh suatu negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam
rangka pembinaan bangsa.
Sedangkan Ginanjar Kartasasmita secara sederhana
mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke
arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara
terencana.
Caralic Bryant dan Louise White (dalam Talizidduhu, 1987:
16) mengemukakan, ” Pembangunan ialah upaya untuk
meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa
depan”. Lebih lanjut Talizidduhu berpendapat ada lima implikasi
utama dari pendefinisian pembangunan tersebut, yaitu :
1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal
manusia baik individu maupun kelompok.
2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan
dan kemerataan nilai dan kesejahteraan.
3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada
masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan
kemampuan yang ada padanya.
4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk
membangun secara mandiri.
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5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan dengan
pihak lain dan menciptakan hubungan yang saling
menguntungkan.
Walaupun pengertian pembangunan cukup beragam, namun
dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses
multidimensional yang mencakupi pembangunan ekonomi,
pembangunan sosial budaya, pembangunan kelembagaan, dan
peningkatan sumber daya.
Dalam era globalisasi saat ini, pembangunan tidak hanya
bertumpu pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, struktur
masyarakat, dan politik sebagaimana yang dikemukakan Todaro,
tetapi sudah meliputi dimensi yang lebih luas. Dimensi paradigma
pembangunan baru mencakupi :
1. Kelestarian lingkungan alam
2. Keberlanjurtan pembangunan
3. Pemerataan distribusi hasil pembangunan
4. Kemandirian masyarakat sebagai subjek pembangunan
5. Kemitraan para pelaku pembangunan
6. Kesatuan masyarakat global.
Setiap negara pasti merumuskan tujuan dan sasarn
pembangunan berbeda-beda. Pada hakekatnya tujuan
pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak
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akan pernah berhenti disebabkan tujuan yang hakiki tidak akan
pernah tercapai seperti yang diungkapkan Siagian (1984 : 30)
sebagai berikut :
“Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari
negara-negara modern di dunia baik yang sudah maju maupun
yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada
hakekatnya bersifat relatif yang sukar membayangkan
tercapainya ” titik jenuh yang absolut” yang setelah tercapai
tidak mungkin ditingkatkan lagi”
Melihat hal tersebut di atas, maka tujuan hakiki
pembangunan tidak akan pernah tercapai dalam arti bahwa setiap
negara tidak akan pernah berhenti membangun. Hal tersebut terjadi
karena setiap pembangunan mengalami proses yang
berkesinambungan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui.
2.5 Tinjauan Tentang Perencanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang
sistematik dari berbagai pelaku (aktor), baik pemerintah swasta,
maupun sekelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang
berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan
aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek-aspek fisik, sosial
ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara:
1. Terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan
pembangunan.
2. Merumuskan tujuan kebijakan pembangunan
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3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah
(solusi).
4. Melaksanakan dengan sumber daya yang tesedia, sehingga
peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahtraan
masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan
(sahroni,2000).
Pola perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan
berbagai Negara berkembang yang lebih dikenal dengan top down
strategy sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (1987:127) pada
awal proses pembangunan memang pola ini membawa manfaat,
tetapi takkala pola itu mengacu pada sistem, timbullah masalah.
Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dan
kemampuannya untuk berkembang secara mandiri sukar
dikembangkan. Mekanisme botton up strategy memiliki beberapa
keunggulan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha:
1. Melalui mekanisme bawah keatas, masyarakat dapat
memberi tanggapan, jawaban atau feedblack kepada
pemerintah tentang kesesuaian antara aspirasi
masyarakat dengan apa yang direncanakan oleh
pemerintah.
2. Melalui mekanisme tersebut masyarakat dapat
mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan
dan tuntunannya kepada pemerintah.
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3. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar
menawar, pemufakatan atau kompromi antara
masyarakat dengan pemerintah.
4. Dapat dilakukan komunikasi timbale balik antara
informasi yang dapat mengenai berbagai hal.
5. Dapat terjadi proses “exchange” antara masyarakat
dengan pemerintah atau kandidat politik misalnya bagi
kaum miskin untuk memberikan suaranya dengan
harapan akan menerima keuntungan tertentu dari
pemerintah.
Secara langsung dari beberapa factor yang menentukan
keberhasilan perencanaan pembangunan maka factor dukungan
masyarakat merupakan salah satu factor yang cukup menentukan
berhasil tidaknya suatu perencanaan pembangunan, dukungan
masyarakat dengan segala petensi merupakan kekuatan yang
senantiasa berkembang dan berubah.
2.6 Tinjauan Tentang Model Perencanaan Pembangunan
Beberapa ahli masih melihat model adanya partisipasi yang
dimobilisasi dalam arti masyarakat diatur sedemikian rupa
sehinggan secara bersama-sama dilibatkan dalam satu kegiatan,
dan ada juga model partisipasi otonomi, dalam arti masyarakat
secara sukarela memberikan inisiatif dan prakarsanya dalam suatu
kegiatan. Hal ini sebagaimana pengertian partisipasi masyarakat
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menurut Hungtinton dan Nelson (1994 : 9) dibedakan dalam dua
bentuk, yaitu:
1. Model Partisipasi Otonom
2. Model Partisipasi Mobilisasi
Adanya pertumbuhan penduduk menentukan adanya
perubahan struktur masyarakat. Dengan adanya konflik juga dapat
menimbulkan perubahan struktur masyarakat dimana dalam
membuat perubahan yang terencana kita harus memebuat peren
canaan terlebih dahulu.
Beberapa jenis dari perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan dengan sistem “TOP DOWN PLANNING” artinya
adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga
pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah
berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang
berwal dari perencaan hingga proses evaluasi, dimana peran
masyarakat tidak begitu berpengaruh.
2. Perencanaan dengan sistem “BOTTOM UP PLANNGING”
artinya adalah perencanaan yang dilakukan diaman masyarakat
lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai
dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan
sedangkan pemerintah pemerintah hanya sebagai fasilitator
dalam suatu jalannya program.
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3. Perencaan dengan sistem gabungan dari kedua sistem diatas
adalah perencaan yang disusun berdasarkan kebutuhan
masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang
merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga
masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling
berkaitan.
Adapun kelemahan dari tipe “TOP DOWN PLANNING” adalah :
1. Masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran
pemerintah yang lebih dominan bila dibanding peran dari
masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat tidak bisa melihat sebarapa jauh suatu program
telah dilaksanakan.
3. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau
hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses
pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir.
4. Tujuan utama dari program tersebut yang hendaknya akan
dikirimkan kepada masyarakat tidak terwujud dikarenakan
pemerintah pusat tidak begitu memahami hal-hal yang
diperlukan oleh masyarakat.
5. Masyarakat akan merasa terabaikan karena suara mereka tidak
begitu diperhitungkan dalam proses berjalannya suatu proses.
6. Masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka.
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Kelebihan dari sistem ini adalah
1. Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan
program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya
peran pemerintah yang optimal.
2. Hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang
dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah.
3. Mengoptimalkan kinerja para pekerja dipemerintahan dalam
menyelenggarakan suatu program.
Kelebihan dari sistem “BOTTOM UP PLANNING” adalah
1. Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan
atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalakan suatu
program.
2. Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan
sesuai dengan keinginan masyrakat karena ide-idenya berasal
dari masyarakat itu sendiri sehingga masayarakat bisa melihat
apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan.
3. Pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada
peran masyarakat lebih banyak.
4. Masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang
yang akan digunakan dalam suatu jalannya proses suatu
program.
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Kelemahan dari sistem “BOTTOM UP PLANNING” adalah
1. Pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannya tidak
begitu besar.
2. Hasil dari suatu program tersebut belum tentu biak karena
adanya perbadaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakn cukup
rendah bila dibanding para pegawai pemerintahan.
3. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak akan berlan
lebih baik karena adanya silih faham atau munculnya ide-ide
yang berbeda dan akan menyebabkan kerancuan bahkan salah
faham antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan
kurang jelasnya masing-masing tugas dari pemerintah dan juga
masyarakat.
Bila dilihat dari kekurangan serta kelebihan yang dimiliki oleh
masing-masing sistem tersebut maka sitem yang dianggap paling
baik adalah suatu sistem gabungan dari kedua janis sistem
tersebut karena banyak sekali kelebihan yang terdapat didalamya
antara lain adalah selain masyarakat mampu berkreasi dalam
mengembangkan ide-ide mereka sehingga mampu berjalan
beriringan bersama dengan pemerintah sesuai dengan tujuan
utama yang diinginkan dalam mencapai kesuksesan dalam
menjalankan suatu program tersebut.
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2.7 Tinjauan Tentang Musyawarah Perencanaan Pembanguan
(Musrenbang)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
adalah hasil assesmen paling penting terhadap usulan program
yang prioritas dari masyarakat karena apa yang dihasilkan
merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dijelaskan,
mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25
Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas
utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari
proses demokrasi.
Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran
Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari
Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling
berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di
masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di
masyarakat / Kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.
Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga
saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan
memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika
prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di
level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA)
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usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi
anggaran. Musrenbang di Kelurahan dilaksanakan selama bulan
Januari.
Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi
masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak
pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di leval Kecamatan
dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang
merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa
secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana
proyek-proyek pembangunan disusun.
2.8 Tinjauan Tentang Mekanisme pelaksanaan Musrenbang
Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
2.8.1. Musrenbang Kelurahan
Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku
kepentingan (stakeholder) Kelurahan untuk menyepakati rencana
kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan
dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan
tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada rencana
pembangunan jangka menengah Kelurahan (RPJMkel.) yang telah
disusun untuk 5 tahun kedepan.
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Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program)
yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah
Kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku
kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu
tugas pemerintah Kelurahan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.
Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu
saja dari tiga komponen tatapemerintahan (pemerintah,
masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu,
musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi
bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan.
Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum
musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah
merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan
forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan
kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan
seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan
sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau
sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-
sambutanatau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah
partisipasi aktif warga.
Musrenbang Kelurahan adalah forum dialogis antara
pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu
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isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan
yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang Kelurahan,
pemerintah Kelurahan dan warga berembug dalam menyusun
program tahunan di Kelurahan, musrenbang Kelurahan menjadi
media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan
pembangunan di wilayah Kelurahan, baik yang ditangani secara
swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD
Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang
relevan dengan usulan yang ada.
Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:
1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk
urusan pembangunan yang menjadi wewenang Kelurahan yang
menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan.
2. Prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dilaksanakan oleh
warga Kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya
masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan
di Kelurahan setempat.
3. Prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dilaksanakan Kelurahan
sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah
daerah (kota)
4. Prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan yang akan
diusulkan melalui musrenbang Kecamatan untuk menjadi
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kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota
atau APBD propinsi.
5. Menyepakati Tim Delegasi Kelurahan yang akan memaparkan
persoalan yang ada di Kelurahannya di forum musrenbang
Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah
daerah/SKPD tahun berikutnya.
Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:
1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun
Rencana Kerja SKPD Kelurahan
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
secara swadaya
3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke
musrenbang Kecamatan
4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti
musrenbang Kecamatan.
5. Berita acara musrenbang Kelurahan.
2.8.2. Musrenbang Kecamatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku
kepentingan/stakeholders di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan
masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil
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Musrenbang Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan
lintasbKelurahan di Kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu
sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan
Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan dilakukan
setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen
Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja
SKPD Kecamatan.
Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah
Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan
teknis penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan serta
mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan
Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan
seluruh Musrenbang Kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu,
dan dokumendokumen yang relevan untuk penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan.
Musrenbang Kecamatan tidak semata-mata menyepakati
prioritas masalah daerah yang ada di desa/Kelurahan yang di
usulkan dari Musrenbang desa/ kelur ahan, tetapi untuk
menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan
dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu
Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi
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bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.Akan tetapi
Musrenbang Kecamatan merupakan suatu proses pembahasan,
penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana pembangunan
yang berasal dari masyarakat dan dari pemerintah di tingkat
Kecamatan. Proses pembahasan dilakukan secara terpadu dan
obyektif bersama unsur-unsur terkait dari tingkat Kelurahan,
Kecamatan dan kota untuk menghasilkan rencana pembangunan
tahunan Kecamatan serta daerah.
Tujuan dari pada musrenbang Kecamatan adalah sbb :
1. Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati
prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat
tingkat Kelurahan (dan atau lintas Kelurahan) yang menjadi
skala pelayanan atau kewenangan Kecamatan dan lintas
Kecamatan untuk satu tahun mendatang.
2. Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan
dimusyawarahkan dalam forum-forum SKPD dan Musrenbang
kota.
3. Meenetapkan delegasi Kecamatan untuk mengawal usulan-
usulan permasalahan Kecamatan yang merupakan kegiatan
supra Kecamatan.
Keluaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan Musrenbang Tingkat
Kecamatan adalah:
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1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan
menurut fungsi/ SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas
pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang
Kota, yang akan didanai melalui APBD Kota dan sumber
pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan
kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan oleh para
delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.
2. Terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota.
3. Berita acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.
Pra Musrenbang Kecamtan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang
Kecamatan.
2. Rekruitmen Tim Pemandu Musrenbang oleh Bappeda
3. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Memilah dan mengkompilasi prioritas kegiatan
pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari
masing-masing Kelurahan berdasarkan masing-masing
fungsi/SKPD.
b. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan.
c. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan
tempat musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum
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kegiatan dilakukan agar peserta bias menyiapkan diri dan
segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta
Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Kelurahan maupun
dari kelompok-kelompok masyarakat.
e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk
musrenbang Kecamatan.
f. Informasi Pagu indikatif.





Dalam pengerjaan penelitian ini penulis menggunakan metode
dan teknik penelitian sebagai berikut :
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Kecamatan
Tamalanrea.
3.2. Tipe Dan Dasar Penelitian
a. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif. Menurut Hanari
Nawawi, deskriptif ialah sebagai pemecahan masalah yang diteliti
dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat
sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. sehingga penelitian yang bertujuan untuk memperoleh
gambaran serta memahami dan menjelaskan perilaku birokrasi di
kantor pelayanan administrasi perizinan kota Makassar di tambah
hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.
b. Dasar Penelitian
Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus (case
study) yang bertujuan untuk mangumpulkan dan menganalisa suatu
proses tertentu terkait fokus penelitian ini sehingga dapat
menemukan ruang lingkup tertentu. Studi kasus adalah salah
satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang
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menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang
mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut
sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis
dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data,
analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan
diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu
terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus
dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.
3.3. Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
1. Data Primer, data yang di peroleh dari hasil observasi visual,
dilakukan untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan pada
responden-responden yang ikut serta dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan atau dengan kata lain MUSRENBANG
di Kecamatan Tamalanrea.
2. Data Sekunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen ,
catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi
yang di peroleh dari Kantor Camat Tamalanrea.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,
maka penulis melakukan penelitian dengan cara :
a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan
untuk data primer. Data primer adalah data yang
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diperoleh dari sumbernya, baik orang–orang telah
ditetapkan sebagai sumber informan maupun kondisi riil
yang didapat langsung dilokasi penelitian dengan cara
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data antara lain
sebagai berikut :
 Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan
langsung terhadap objek yang diteliti.
 Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya
jawab kepada sejumlah informasi untuk memperoleh
informasi dan data–data mengenai permasalahan
yang relevan dengan penelitian ini.
 Dokumentasi, yaitu teknik bertujuan melengkapi
teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.
b. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data–data
sekunder, dan dengan cara membaca berbagai literatur
atau buku–buku, karangan dan dokumen lain serta
catatan–catatan lainnya yang relevan dalam penulis ini.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga
atau institusi tertentu, atau pelengkap yang diperoleh
melalui dokumen–dokumen atau catatan–catatan resmi
yang dibuat oleh sumber–sumber yang berwenang yang
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berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Data ini
diperoleh dengan mengumpulkan dan mencatat laporan–
laporan, dokumen–dokumen, catatan–catatan surat lokal
harian dan nasional dan data online mengenai perilaku
birokrasi dalam pelayanan izin usaha.
3.5. Informan Penelitian
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku
yang terlibat langsung dengan permasalahan. Pemilihan informan ini
dengan cara Purposive Sampling, yaitu : teknik penarikan sample secara
subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap
bahwa informan tersebut yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.
Informan penelitian antara lain :
1. Bappeda Kota Makassar (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah)
2. Camat Tamalanrea
3. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tamalanrea.
4. Lurah diKecamatan Tamalanrea.
5. Tokoh Masyarakat.
3.6. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis data
berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang
diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau
peristiwa peristiwa yang t erjadi di lapangan dan juga didukung
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dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara,
pertanyaan-pertanyaan. Tanggapan-tanggapan dengan para informan
dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan
dalam penelitian ini.
3.7. Defenisi Operasional
Dalam rangka memudahkan proses analisis data yang
diperoleh,maka defenisi operasional yang dijadikan sebagai acuan dalam
penelitian ini antara lain :
1. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
Dimana Musrenbang yang di makasud disni adalah
Musrenbang yang dilakukan diKecamatan Tamalanrea Kota
Makassar pada Tahun 2014.
2. Kebijakan/Aturan yakni kebijakan pemerintah yang menyangkut
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai
dengan mekanisme perencanaan pembangunan Kota
Makassar.
3. Peserta yang dimaksud adalah seluruh peserta yang ikut dalam
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
diKecamatan Tamalanrea Kota Makassar pada Tahun 2014.
4. Prinsip yang dimaksud adalah Prinsip partisipatif yakni prinsip
yang menganjurkan keikut sertaan dalam sebuah program yang
ingin dijalankan,dalam hal ini Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang). Adapun jenis atau bentuk
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partisipasi yaitu: Partisipasi dalam bentuk materi (uang atau
Barang),Partisipasi Dalam bentuk Non Materi (ide-ide, gagasan,
dan Tenaga)
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang
yang dimaksud yaitu: Faktor Anggaran, Faktor Waktu, Faktor
Pekerjaan dan Penghasilan, Faktor Usia.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menjelaskan terlebih dahulu profil daerah
wilayah kota Makassar serta hasil penelitian penulis:
4.1. Profil Wilayah Kota Makassar
Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di
lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan
pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822
Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah
menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.
Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama
menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi
175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga
yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun1971 tentang Perubahan Batas-
batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa,
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Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.
Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang
dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya
Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat
yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari
kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku
bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun
sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan
hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597.
4.1.1. Keadaan Geografis
Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota propinsi
Sulawesi Selatan berada pada bagian barat pulau Sulawesi dengan
ketinggian, 0-25 m dari permukaan laut. Kota Makassar secara geografis
terletak:
508, 6, 19 " Lintang Selatan (LS)
1190 24' 17' 38" Bujur Timur (BT)
Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
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Gambar 4.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar
Sumber : WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar
Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77
km2 yang meliputi 14 Kecamatan dan terbagi dalam 143 Kelurahan, 974
RW dan 4.827 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas
wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas Kecamatan tersebut
merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling
kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas
wilayah Kota Makassar. Jumlah Kecamatan Kota Makassar adalah
sebanyak 14 Kecamatan dan memiliki 143 Kelurahan. Berikut dapat kita




Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar tahun
2012
No. Kodewil. Kecamatan Kelurahan RW RT
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 010 Mariso 9 47 217
2 020 Mamajang 13 56 283
3 030 Tamalate 10 108 533
4 031 Rappocini 10 104 555
5 040 Makassar 14 69 369
6 050 Ujung Pandang 10 37 139
7 060 Wajo 8 45 165
8 070 Bontoala 12 57 257
9 080 Ujung Tanah 12 50 198
10 090 Tallo 15 77 455
11 100 Panakukkang 11 91 570
12 101 Manggala 6 101 350
13 110 Biringkanaya 7 67 499
14 111 Tamalanrea 6 67 337
Jumlah 143 974 4.827
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013.
4.1.2. Penduduk
Penduduk Kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606
jiwa yang terdiri dari 676.744 laki-laki dan 692.862 perempuan.
Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.2. tentang jumlah penduduk
dirinci menurut Kecamatan di Kota Makassar:
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Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin




1 010 Mariso 28.1615 28.165 56.524
2 020 Mamajang 28.892 30.278 59.170
3 030 Tamalate 87.551 89.396 176.947
4 031 Rappocini 74.811 79.373 154.184
5 040 Makassar 40.616 41.862 82.478
6 050 Ujung Pandang 12.829 14.372 27.201
7 060 Wajo 14.410 15.220 29.630
8 070 Bontoala 26.580 27.935 54.515
9 080 Ujung Tanah 23.597 23.532 47.129
10 090 Tallo 67.504 67.279 134.783
11 100 Panakukkang 70.439 71.869 142.308
12 101 Manggala 61.386 61.452 122.838
13 110 Biringkanaya 88.297 88.819 177.116
14 111 Tamalanrea 51.882 53.352 105.234
Kota Makassar 676.744 692.862 1.369.606
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013.
4.1.3. Visi Kota Makassar
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi
jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 ,
yakni “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan
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Jasa yang berorientasi Global, BerwawasanLingkungandan Paling
Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota
Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah
Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-
2010 yakni “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang
Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi
pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat
dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke
waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 adalah
“Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.
Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : Pertama , yakni jiwa
dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju,
terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan
regional , nasional dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk
tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah
dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima
perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai- nilai
yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Selanjutnya Visi jangka
panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota
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Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap
konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan
arah pembangunan.
Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi
Makassar Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai
budaya yang menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka
dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut :
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat
dan Manusiawi”.Visi tersebut mengandung makna :
1. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan
dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan
maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya
peningkatan kualitas lingkungan hidupnya;
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap
bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;
3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil
dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang
relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas
budi pekerti dan relevan dengan pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
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4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan
pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah
Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin
dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan
hubungan manusia dengan alam.
4.1.4. Misi Kota Makassar
Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang
pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota
Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2010 sebagai berikut:
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur
bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui
optimalisasi potensi lokal;
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai
agama berbasis kemajemukan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
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6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib
lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik.
4.2. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Tamalanrea
4.2.1. Letak geografis dan batas wilayah Kecamatan Tamalanrea
Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu Kecamatan
dari 14 Kecamatan di kota Makassar yang berbatasan dengan
Selat Makassar di sebelah utara, Keacamatan Biringkanaya di
sebelah timur, Kecamatan Panakkukang di sebelah selatan dan di
sebelah barat.
Kecamatan Tamalanrea merupakan daerah pantai dengan
topografi ketinggian antara permukaan laut. Empat Kelurahan
daerah bukan pantai yaitu Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya,
Tamalanrea dan Kapasa,. Sedang dua daerah lainnya Kelurahan
Parangloe dan Kelurahan Bira merupakan daerah pantai. Menurut
jaraknya, letak masing-masing Kelurahan ke ibukota Kecamatan
berkisar 1 km dengan jarak 5-10 km.
4.2.2. Luas Wilayah
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 Kelurahan dengan luas
wilayah 31,86 km2 . dari luas wilayah tersebut, Kelurahan Bira
memilki luas wilayah terluas yaitu 9.28 km2, terluas kedua adalah
Kelurahan Parangloe dengan luas wilayah 6,53 km2, sedangkan
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yang paling kecil luas wilayahnya adalah keluarahan Tamalanrea
Jaya yaitu 2,98 km2.
Table 4.4
Luas Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea
Tahun 2011
No Desa/Kelurahan Luas (km2)
1 Tamalanrea Indah 4,74






Sumber: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 2011
Table 4.5
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk








1 Tamalanrea Indah 4,74 6.636 16.656 3.514
2 Tamlanrea Jaya 2,98 6.189 18.960 6.362
3 Tamalanrea 4,18 9.040 34.399 8.289
4 Kapasa 4,18 4.819 16.617 3.975
5 Parangloe 6,53 2.038 6.527 999
6 Bira 9,26 2.450 11.017 1.187
Kecamatan 31,84 31.173 104.175 3.270
Sumber: BPS Kota Makassar 2011
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Table 4.6
Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan Dan Jenis Kelamin Dan
Sex Rasio di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2011





8.449 8.207 16.656 102,94
2 Tamalanrea
Jaya
9.110 9.850 18.960 92,49
3 Tamalanrea 17.128 17.271 34.399 99,17
4 Kapasa 8.195 8.421 16.617 97,32
5 Parangloe 3.211 3.315 6.527 96,87
6 Bira 5.369 5.648 11.017 95,05
Kecamatan 51.462 52.713 104.175 97,63
Sumber: BPS Kota Makassar 2011
4.2.3. Pemerintahan
a. Aparat Pemerintah
Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tamalanrea
dilaksanakan oleh sejumlah pegawai negeri yang berasal dari
berbagai dinas/instansi pemerintah yang jumlahnya 195 orang,
terdiri atas 66 orang laki-laki dan 129 orang perempuan.
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b. Perkembangan Desa/Kelurahan
Tingkat klasifikasi desa/Kelurahan di Kecamatan
Tamalanrea tahun 2012 terdiri dari 6 Kelurahan, 337 RT dan 67
RW dengan kategori Kelurahan swasembada. Dengan demikian
tidak ada lagi Kelurahan yang termasuk Swadaya dan Swakarya.
c. Lembaga/Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan
Tingkat klasifikasi desa/Kelurahan di Kecamatan
Tamalanrea tahun 2012 terdiri dari 6 Kelurahan, 337 RT dan 67
RW dengan kategori Kelurahan swasembada. Dengan demikian
tidak ada lagi Kelurahan yang termasuk Swadaya dan Swakarya.
Lembaga dan organisasi tingkat desa/Kelurahan yang
terbentuk di Kecamatan Tamalanrea dengan sejumlah anggotanya
diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan
pembangunan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan




Kegiatan jumah Kecamatan Tamalanrea pada tahun 2011
adalah sebesar 104.175 sedangkan pada tahun 2010 sekitar
103.192 jiwa, yang berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk
adalah sebesar 0,95 persen.
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Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk
laki-laki sekitar 51.462 jiwa dan perempuan sekitar 52.713 jiwa.
Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 97,63 persen
yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat
sekitar 98 orang penduduk laki-laki.
4.2.5. Sosial
a. Pendidikan
Kegiatan jumah Kecamatan Tamalanrea pada tahun 2011
adalah sebesar 104.175 sedangkan pada tahun 2010 sekitar
103.192 jiwa, yang berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk
adalah sebesar 0,95 persen. Pada tahun ajaran 2010/2012 jumlah
TK di Kecamatan Tamalanrea ada 39 sekolah dengan 1.456 orang
murid dan 117 orang guru. Pada tingkat Sekolah Dasar, baik negeri
maupun swasta berjumlah sebanyak 33 sekolah dengan 9.957
orang murid dan 432 orang guru. Untuk tingkat SLTP sebanyak 6
sekolah dengan 3.237 orang murid dan 224 orang guru.
Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 7 sekolah dengan 3.596
orang murid dan 253 orang guru.
b. Kesehatan
Jumlah sarana kesehatan tahun 2010 di Kecamatan
Tamalanrea tercatat 2 Rumah Sakit Umum/Khusus, 4 Puskesmas,
2 Puskesmas Pembantu, 6 Rumah Bersalin dan 55 Posyandu.
Unutk tenaga medis tercatat 52 orang dokter umum, 22 orang
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dokter spesialis, 11 orang dokter gigi, 55 paramedis dengan jumlah
paramedic sebanyak 27 orang bidan desa dan 28 orang
perawat/mantri.
c. Agama
Ditinjau dari agama yang dianut, tercatat bahwa mayoritas
penduduk Kecamatan Tamalanrea adalah beragama islam. Jumlah
tempat ibadah di Kecamatan Tamalanrea cukup memadai, terdapat
87 buah Mesjid, 7 buah Langgar/Surau, 8 buah Gereja dan 1 buah
tempat Ibadah Pura.
4.2.6 Kecamatan Dan Kelurahan
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah. Camat dalam melaksanakan tugas pokok,
menyelenggarakan fungsi:
1. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
4. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
ditingkat Kecamatan;
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6. Mebina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
7. Mengordinasikan kegiatan pengelolahan kebersihan;
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan Kelurahan;
9. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan
pengurusan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;
10.Pelaksanaan kesekretariatan
Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan
pemerintahan sebagian yang dilimpahkan oleh walikota dibidang
pemerintahan, perekonomian, ketentraman dan keterlibatan serta
kordinasi dengan instansi otonom diwilayah kerjanya.
Lurah dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan
fungsi:
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan;
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7. Pengelolahan kebersihan;
8. Pelaksanaan pelayanan administrasi publik;
9. Pelaksanaan kesekretariatan;
10.Pembinaan tenaga fungsional;
4.3. Analisis Prinsip Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan
Salah satu upaya yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah
daerah dalam mengelola pembangunan disuatu daerah adalah dengan
meningkatkan kinerja pembangunan, dimana dengan adanya peningkatan
kinerja pembangunan maka akan dapat mempengaruhi kesejahtraan
masyarakat. Oleh karena itulah maka dalam menunjang kinerja
pembangunan, perlu ditunjang dengan adanya perencanaan
pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu
langkah strategis yang disusun oleh pemerintah daerah yang melibatkan
sektor swasta maupun kelompok masyarakat dalam merencanakan dan
mengelolah program pembangunan daerah, guna pelaksanaan
pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang
telah direncanakan.
Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, salah
satu indikator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi dan misi dalam
pembangunan daerah adalah bagaimana partisipasi masyarakat yang
berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebab
tanpa keterlibatan langsung pihak masyarakat dan sektor swasta yang
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membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan
pembangunan daerah, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam
pembangunan tidak akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
Untuk melihat bagaimana partisipasi publik (masyarakat)
maupun pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah, maka
setiap pemerintah daerah melaksanakan berbagai tahapan dalam
penyusunan rencana pembangunan melalui mekanisme musyawarah
perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Dimana program ini
merupakan suatu proses atau upaya penyertaan warga masyarakat yang
memberikan masukan, usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pembangunan pada sektor atau bidang tertentu
sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan pembanguan daerah
dikota Makassar khususnya diKecamatan Tamalanrea dalam proses
mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi penulis maka dipaparkan sebagai berikut:
4.3.1. Mekanisme dan Aturan Perencanaan pembangunan Daerah
Mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari
penetapan wadah perencanaan yang diatur dalam surat Edaran Bersama
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Nomor 029/M.PPN/1/2005 dengan Menteri Dalam Negeri Nomor
050/166/SJ tanggal 20 januari 2005 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. Wadah perencanaan yang
dimaksud dikembangkan sesuai dengan keterlibatan parah tokoh
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masyarakat, LPM, Kelompok Tani dan organisasi masyarakat lainnya
menjadi sangat penting untuk menjaring dan merumuskan setiap usulan
rencana kegiatan pembangunan baik ditingkat desa/Kelurahan maupun
tingkat Kecamatan.
Harapan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah
satu stake holder diharapakan dapat menjalankan peran dan fungsinya
secara maksimal dalam pelaksanaaan penyusunan perencanaan
pembangunan, sehingga akan tercipta sinergi berbagai kegiatan
pembangunan dengan tetap memperhatiakan tata nilai dan budaya/kultur
yang ada dalam masyarakat itu.
Dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat sebagai
pihak yang haruslah mulai mengartikulasi kebutuhan mereka dengan
segala prioritas yang ditentukan sendiri, dalam wujud peran dan fungsinya
turut serta menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menentukan
alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan untuk lebih
mengespresikan kepentingan dan aspiasi komunitasnya, sehingga apa
yang terjadi rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti
mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk
memberikan kontribusi dan berbagai tanggung jawab untuk mencapai
tujuannya.
Upaya untuk mewujudkan mekanisme perencanaan dari bawah
keatas (bottom up) dan dari atas kebawah (top down) serta untuk lebih
komprehensif dan terpadu sehingga dapat tercapai titik temua antara
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aspirasi dan kebutuhan daerah yang mendesak dengan kebijaksanaan
dan strategi pembanguanan nasional,maka pemerintah mengeluarkan
peraturan dan kebijakan sebagai berikut:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor 029/M.PPN/1/2005 dengan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ tanggal 20 januari 2005
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.
3. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah.
Berdasarkan kebijakan dan peraturan diatas maka pemerintah
Kota Makassar mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 050 / 02 / S.edar /
BPD / 5 / 2014, tanggal 6 Januari 2014 mengenai pembentukan Tim dan
Penyelenggaraaan Musrenbang Tahun 2014. Dan selanjutnya Surat
Edaran itu diberikan kepada setiap Kecamatan yang ada dikota makassar
dan selanjutnya setiap Kecamatan menindak lanjuti surat edaran
tersebut. Khususnya Kecamatan Tamalanrea menindak lanjuti Surat
Edaran tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan pembentukan
panitia pelaksana Musrenbang Tahun Anggaran 2014 Nomor:
900/13/S.KEP/KCT/II /2014. Kemudian Panitia Musrenbang Kecamatan
menyurati tiap-tiap Kelurahan untuk membentuk panitia pelaksana
Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kelurahan
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sebelum Musrenbang Kecamatan dilakukan, Setelah pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan semuanya telah selesai maka panitia
Musrenbang mengeluarkan surat Musrenbang Kecamtan Tamalanrea
Nomor: 005/45/KCT/II/2014 mengenai pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan
Tamalanrea Tahun 2014.
Berikut hasil wawancara Penulis dengan Sekertaris Kecamatan
Tamalanrea:
“Musrenbang diadakan kalau ada perintah dari pemerintah kota,
pemerintah kota mengirim surat kepada seluruh Kecamatan melalui
sekertaris kota sepengetahuan BAPPEDA, setelah sampai
diKecamatan surat itu diteruskan ke Kelurahan, sama Kelurahan
menyurati/menyampaikan kepada RT/RW untuk melakukan pra
Musrenbang sesuai dengan prinsip Buttom up untuk menampung
aspirasi masyarakat yang ada ditingkat Kelurahan”.
(Hasil Wawancara 18 Oktober 2014)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah
dalam hal ini pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan peraturan
pemerintah dengan mengeluarkan surat edaran dalam rangka
penyelenggaraan Musrenbang baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat
Kelurahan, begitupun halnya Pemerintah di tingkat Kecamatan
Tamalanrea sebagai pelaksana penyelenggara mekanisme perencanaan
pembangunan tingkat Kecamatan telah memberitahukan setiap Kelurahan
melalui surat keputusan proses mekanisme perencanaan pembangunan
tingkat Kecamatan, sehingga tingkat Kelurahan merespon surat
keputusan tersebut dengan membuat surat keputusan pembentukan Tim
Penyelenggara Musrenbang tingkat Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea.
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Dari hasil wawancara penulis pada informan dapat dianalisis bahwa
pemerintah telah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mewakili proses demokrasi dalam rangka proses mekanisme
perencanaan pembangunan daerah baik ditingkat Kota,Kecamatan,
maupun Kelurahan.
Dalam proses pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan
diharapkan ketika stakeholder yang telah ditentukan dapat hadir dan turut
berpartisipasi. Maka dari itu pihak pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
selaku pelaksana kebijakan memberikan informasi kepada masyarakat
khususnya stakeholder. Agar masyarakat dapat mengetahui subtansi
serta manfaat dari proses pelaksanaan perencanaan pembangunan itu
sendiri. Adapun cara penyampaian isu dan tujuan pelaksanaan
perencanaan pembangunan kepada masyarakat khususnya stakehoder
terkait, dilakukan dengan cara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat
Musrenbang, serta mengundang calon peserta Musrenbang Kelurahan
maupun Musrenbang Kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua
LPM Kelurahan kapasa yakni;
“pemberian informasi ini biasanya melalui pemerintah Kecamatan
melalui surat kepada Kelurahan untuk melaksanakan Musrenbang
Kelurahan,kemudian Kelurahan menyampaikan kepada RT/RW
untuk melaksanakan pra Musrenbang sebelum melaksanakan
Musrenbang Kelurahan. Aspirasi-aspirasi yang telah dibahas
diMusrenbang Kelurahan inilah yang kami bawah ketingkat
Kecamatan sesuai dengan apa kebutuhan yang mendesak oleh
masyarakat,semua aspirasi kami masukan tapi kami memposisikan
urutan pertama sebagai masalah yang paling dibutuhkan
diKelurahan kami berdasarkan kesepakatan dari RT/RW, LPM, dan
peserta Musrenbang Kelurahan lainnya”
(hasil wawanccara 13 Oktober 2014)
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Hal ini pun dibenarkan salah satu tokoh masyarakat, selaku RW Z1
Tamalanrea, yang menyatakan bahwa;
‘Kami ketua RW/RT dalam Musrenbang diundang oleh Kelurahan
agar dapat mengadiri Musrenbang tingkat Kelurahan”
(Hasil Wawancara 15 Oktober 2014)
Hal yang sama diungkapakan oleh ketua RW X2 Tamalanrea
Indah, yang menyatakan;
“pada Musrenbang baru-baru ini saya tidak ikut,dikarenakan
Musrenbang ini tidak ada gunanya. Musrenbang ini buang-buang
tenaga sama waktu karena apa yang kita inginkan tidak sesuai
dengan pelaksanaannya. Kita setengah mati musyawarah tapi
penentu kebijakan ada diDPR. Anggaran untuk Musrenbang ini
buang-buang dana dan merugikan daerah dan negara”
(Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
Hal serupa juga dibenarkan oleh RW Y1 Tamalanrea Indah
menyatakan bahwa;
“Pada Musrenbang kali ini saya tidak hadir dikarenakan tidak
ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat, masyarakat yang ada
disini kurang peduli terhadap kegiastan Musrenbang. jadi saya
hanya menuliskan usulan-usulan yang saya anggap perlu
dilaksanakan bukan dari masyarakat. Makanya saya juga
sebagai RW malas ikut karena warga saya tidak ada yang mau
datang ketika membahas tentang Musrenbang”
(Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
penyampaian proses Musrenbang dari pelaksana kemasyarakat khusunya
stake holder, dilakukan melalui keputusan Kelurahan, selanjutnya
mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, tempat, dan
mengundang para peserta Musrenbang Kelurahan kemudian hasil
Musrenbang Kelurahan dibawah ke Musrenbang Kecamatan melalui
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perwakilan yang telah disepakati. Namun ini saja belum cukup dalam
rangka memberikan informasi dan penyampaian pelaksanaan
Murembang. Karena berdasarkan wawancara kepada RW/RT masih ada
yang tidak hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan karena
mereka merasa bahwa Musrenbang ini tidak ada gunanya dan mereka
malas melihat realisasi dari usulan-usulan yang mereka masukkan
walaupun mereka mengetahui pelaksanaan Musrenbang itu sendiri.
Bedasarkan hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan Musrenbang dalam hal ini Pemerintah kota
Makassar. Kecamatan, serta seluruh Kelurahan diTamalanrea ini telah
melaksanakan aturan-aturan tentang pelaksanaan Musrenbang. secara
teknis pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan hanya
pemberian hak dan wewenang kepada masing-masing stake holder yang
terikat didaerahnya, pemerintah terlalu terlena dengan fungsi dan tugas
pokoknya tanpa melihat subtansi yang harus dibutuhkan masyarakat yang
seharusnya terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang. keberhasilan
perencanaan pembangunan dapat diukur apabila partisipasi masyarakat
dan pemerintah dalam proses Musrenbang berkualitas bukan dilihat dari
kuantitas partisipasi masyarakat atau pemerintah itu sendiri serta tidak
dapat diukur oleh suksesnya acara Musrenbang itu sendiri. Akan tetapi
bagaimana elemen-elemen yang paling penting baik itu masyarakat
maupun pemerintah hadir dalam penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah, serta masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya
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untuk menyampaikan aspirasi, serta masukan-masukan yang ada dapat
terakomodasi atau terealisir.
4.3.2. Proses dan Mekanisme Perencanaan pembanguan Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan
Pada proses dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang
diKecamatan Tamalanrea didasari pada Peraturan Walikota Makassar
Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Daerah, dimana Pelaksanaan Musrenbang diadakan dua kali yakni
Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, adapaun Pedoman
perencanaan pembangunan sebagai berikut;
4.3.2.1. Muserembang Kelurahan
Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan untuk
menyusun perencanaan pembangunan dalam wilayah Kelurahan yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan yang
berdomisili dalam wilayah Kelurahan setempat, untuk menyepakati
rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
1. Persiapan sebelum diselenggarakannya Musrenbang Kelurahan.
1.1. Persiapan Kelurahan :
a. Lurah bersama pengurus LPM dapat melakukan musyawarah pada
tingkat RW secara mandiri, dengan melibatkan kelompok-kelompok
masyarakat yang memiliki potensi dan berdomisili dalam wilayah RW
bersangkutan.
71
b. Menyusun dan mengidentifikasi permasalahan dan prioritas program
pembangunan Kelurahan.
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Musrenbang tahun sebelumnya, dan
sekaligus melakukan inventarisasi usulan Musrenbang tahun
sebelumnya yang belum terakomodasi dalam pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan SKPD.
d. Melakukan inventarisasi calon peserta Musrenbang Kelurahan yang
terdiri dari pengurus LPM Kelurahan, RT/RW, tokoh agama, tokoh
masyarakat, unsur kelompok perempuan, unsur pemuda, LSM, NGO
yang mendapat rekomendasi dari Bappeda.
e. Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan, yang
terdiri dari Lurah sebagai Pengarah, unsur pengurus LPM sebagai
Ketua dan Sekretariat, unsur Kelurahan sebagai Bendahara dan unsur
LPM/Kelurahan sebagai anggota.
1.2. Persiapan dari Kecamatan dan Kota :
Formulir yang memudahkan Kelurahan untuk menyampaikan daftar
usulan kegiatan prioritas ke tingkat Kecamatan.:
a. Hasil evaluasi pemerintah Kota dan Kecamatan atau masyarakat
terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja
Kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam
membiayai program pembangunan Kelurahan.
b. Informasi dari Pemerintah Kota tentang indikasi dan jumlah Alokasi
Dana Kelurahan, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
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pemerintah kota yang akan diberikan kepada Kelurahan untuk tahun
anggaran berikutnya, sebagai plafon anggaran perencanaan
pembangunan pada tahun yang berjalan.
2. Waktu Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
Musrenbang Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan
Januari, selama 1 (satu) hari dengan tahapan kegiatan sebagai
berikut :
a. Pendaftaran peserta.
b. Pemaparan Lurah tentang prioritas kegiatan pembangunan di
Kelurahan yang bersangkutan berdasarkan dokumen usulan
masyarakat.
c. Pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan atas tahun
sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada
tahun sebelumnya.
d. Ketua LPM Kelurahan menjadi moderator Musrenbang.
e. Pembentukan Tim Perumus penetapan usulan prioritas kegiatan
tahun akan datang.
f. Pemisahan kegiatan berdasarkan :
1. kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan
dalam bentuk swadaya masyarakat,
2. kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
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3. Kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD Kecamatan yang
akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
g. Tim Perumus dapat melaksanakan penyusunan prioritas selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari setelah Musrenbang Kelurahan.
h. Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Kelurahan (1-5 orang)
untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi
ini harus menyertakan perwakilan perempuan.
i. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan oleh Lurah,
LPM, dan Camat.
3. Hasil dari penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan.
3.1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi :
a. Prioritas Kegiatan pembangunan skala Kelurahan yang akan
didanai oleh Alokasi Dana Kelurahan, Dana swadaya, Kerjasama
Pihak ke-III, PNPM dan sumber pendanaan lain.
b. Rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui
SKPD Kecamatan.
c. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan akan dibahas pada forum
Musrenbang Kecamatan. Selain itu, prioritas kegiatan yang
diusulkan untuk dilaksanakan melalui SKPD harus memiliki kriteria
sebagai berikut :
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1. Prioritas kegiatan sudah merupakan hasil memilih dan
memilah usulan dari program RT, RW (Hasil Sorting menjadi
Daftar Skala Prioritas Tingkat Kelurahan)
2. Prioritas kegiatan mempunyai potensi lokal Kelurahan untuk
dikembangkan
3. Prioritas kegiatan harus bersifat urgensi (penanggulangan
dampak bencana alam, sosial dan krisis)
4. Prioritas kegiatan harus berdampak pada tingkat mobilisasi
ekonomi dan sosial tingkat Kelurahan
5. Prioritas kegiatan harus dapat membuka yang terisolir baik
secara ekonomi maupun geografis tingkat Kelurahan
6. Prioritas kegiatan pembangunan adalah merupakan
kebutuhan tingkat Kelurahan bukan keinginan.
3.2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan
sebanyak 5 orang dengan menyertakan perwakilan perempuan.
3.3. Hasil Musrenbang Kelurahan dituangkan dalam berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang Kelurahan dan ditandatangani oleh
yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
Musrenbang Kelurahan.
4. Peserta Musrenbang Kelurahan.
Peserta Musrenbang Kelurahan adalah perwakilan komponen
masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Kelurahan, seperti :
ketua RT / RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh
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agama, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi
masyarakat dan organisasi sosial, pengusaha, kelompok tani/nelayan,
komite sekolah, utusan NGO & LSM yang mendapatkan rekomendasi
Bappeda selaku peserta pada Musrenbang Kelurahan dan lain-lain yang
memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kelurahan
melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Narasumber Musrenbang Kelurahan.
Narasumber yaitu Lurah, Camat / aparat Kecamatan.
6. Pendamping
Pendamping pada Musrenbang Kelurahan adalah organisasi Forum
LPM Kecamatan yang bersangkutan.
7. Pemantau
Pemantau pada Musrenbang Kelurahan adalah BAPPEDA Kota
Makassar yang berperan mengamati, mencermati, dan melaporkan
secara detail tindakan dan dinamika suatu program. Pemantau tidak
terlibat sebagai pelaku secara langsung dalam pelaksanaan program
tetapi merupakan suatu divisi terpisah yang netral .
8. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan
Pelaksana kegiatan ini adalah LPM Kelurahan bersama Lurah, pada
Kelurahan yang bersangkutan. Pembiayaan dibiayai oleh Pemerintah Kota
melalui SKPD Kecamatan. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang
Kelurahan adalah :
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a. Menyusun jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan Musrenbang;
b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah RW,
kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok
perempuan dan lain-lain;
c. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat
Musrenbang Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan
dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau
diundang.
d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta
Musrenbang Kelurahan.
e. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi
pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
f. Mendaftar calon peserta Musrenbang;
g. Menyusun jadwal kegiatan Musrenbang Kelurahan, mulai dari
seremonial perubahan, rapat paripurna, dan rapat kelompok
berdasarkan 5 kebijakan publik, dan membentuk Tim Perumus. Tim
perumus Musrenbang Kelurahan otomatis akan menjadi peserta
Musrenbang pada tingkat Kecamatan;
h. Memimpin sidang-sidang dalam proses Musrenbang;
i. Menyusun dokumen Rencana Kerja pembangunan Kelurahan;
j. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurang-
kurangnya memuat prioritas kegiatan yang telah disepakati, dan daftar
nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan;
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k. Menyebarluaskan dokumen rencana kerja pembangunan Kelurahan.
9. Tugas Delegasi Musrenbang Kelurahan
Tugas Delegasi Musrenbang Kelurahan adalah :
a. Membantu tim penyelenggara menyusun dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Kelurahan.
b. Memaparkan daftar proritas kegiatan pembangunan Kelurahan pada
forum Musrenbang Kecamatan.
c. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan serta sumber
pendanaannya (seperti: Alokasi Dana Kelurahan maupun dari sumber
pendanaan Iainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan
delegasi Kelurahan membantu lurah mengumumkan
program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan
mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
Berdasarkan Peraturan walikota No. 53 Tahun 2012 diatas maka
pemerintah Kelurahan diKecamatan Tamalanrea melaksanakan
Musrenbang Tingkat Kelurahan, di Kelurahannya Masing-masing
berdasarkan surat edaran walikota dan surat pelaksanaan Musrenbang
tingkat Kelurahan dari Kecamatan.
Adapun hasil wawancara penulis dengan para Narasumber
diantaranya Lurah Tamalanrea Indah Mengenai Mekanisme Pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan yang menyatakan bahwa:
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“Kami Kelurahan Tamalanrea Jaya melaksanakan Musrenbang
Kelurahan apabila ada perintah dari atas baik itu Bappeda
maupun Kecamatan Tamalanrea, berdasarkan perintah tersebut
maka kami menyuruh LPM untuk membentuk panitia pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan bekerja sama dengan pihak pemerintah
Kelurahan Tamalanrea Jaya, serta kami juga memberikan
perintah kepada RW/RT untuk memasukan usulan-usulan mereka
dalam Musrenbang Kelurahan, namun kami memberi waktu 1
minggu kepada RW/RT beserta masyarakatnya untuk
membicarakan apa-apa saja yang akan diusulkan dalam
Musrenbang Kelurahan nantinya. Setelah Musrenbang Kelurahan
selesai maka kami memberi mandat kepada lima orang untuk
menghadiri Musrenbang Kecamatan nantinya dan merekalah yang
memperjuankan Usulan-usulan yang telah ditetapkan untuk
masuk skala prioritas diKecamatan dan selnjutya dibawah ke
tingkat Kota”
(Hasil Wawancara 15 Oktober 2014)
Hal ini sesuai dengan pemaparan Ketua LPM Kelurahan Kapasa
yang menyatakan bahwa;
“Setelah ada surat dari Kecamatan kepada Kelurahan Untuk
memasukan usulan dan mengutus perwakilannya dalam
Musrenbang Kecamatan, maka Kelurahan memberikan waktu
biasanya 1 minggu kepada RT/RW untuk mengadakan
musyawarah antara RT/RW dan masyarakatnya untuk melakukan
PraMusrenbang. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut distor
kepada LPM sebelum mereka mengadakan musyawarah kami
memberikan draf usulan untuk diisi berdasarkan usulan-usulan
dari masing-masing RT/RW setelah draf itu kita terima barulah kita
bawah pada Musrenbang Kelurahan disanalah kita musywarah
antara tokoh-tokoh masyarak, RT/RW, Lurah, pak camat untuk
dibuatkan skala prioritas Kelurahan sesuai dengan persetujuan
dalam Musrenbang Kelurahan, kemudian usulan-usulan inilah
yang kita bawah diMusrenbang Kecamatan yang akan
dimusyawarakan lagi antara Kelurahan-Kelurahan yang ada
diTamalanrea, biasanya yang diutus 3 sampai 4 orang biasnya
saya sendiri selaku ketua LPM dan 3 teman lainnya untuk
memperjuangkan hasil dari Musrenbang Kelurahan yang kami
telah musyawarakan”
(Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
79
Hal tersebut hampir mirip dengan yang dikatakan oleh LPM BIRA
Kecamatan Tamalanrea yang menyatakan bahwa;
“Musrenbang diadakan kalau ada perintah dari pemerintah kota.
Pemerintah kota mengirim surat keseluruhKecamatan melalui
sekertaris kota sepengetahuan BAPPEDA sesudah sampai
diKecamatan surat itu direkomodir untuk dikirim ke Kelurahan
sama Kelurahan tidak berani mengadakan Musrenbang tingkat
Kelurahan tanpa sepengetahuan LPM tingkat Kelurahan. Setelah
itu prosesnya kita mengadakan pra Musrenbang ditingkat RT/RW
apa aspirasi yang muncul inilah yang disebut butom up (dari
bawah) banyak usulan tapi tidak semua usulan itu dikasih masuk
dicatat iya tapi tentu ada skala prioritas inilah yang dibawah
ditingkat Kelurahan, pada Musrenbang Kelurahan di undanglah
semua RT/RW antara 5 orang, imam-imam masjid, pak Lurah
Bersama Sekeraris Lurah, LPM dalam hal ini pengurus LPM
Kelurahan yang berperan penting dalam Musrenbang itu LPM
sebenarnya dalam undang-undang dasar itu fungsi LPM ada tiga
yaitu Perencana,Pelaksana, dan Evaluasi tapi untuk saat ini hanya
berencana ada proyek turun kita tidak tau supaya yang datang
dan siapa yang kerja. Setelah Musrenbang Kelurahan selesai ada
tenggang waktu antara satu sampai dua minggu maksimum satu
bulan Musrenbang Kecamatan untuk membawa draf usulan hasil
Musrenbang Kelurahan dan mengutus wakilnya dalam
Musrenbang Kecamatan untuk mengawal usulan-usulan ini agar
dapat diusulkan pada tingkat Kota”
(Hasil Wawancara 14 Oktober 2014)
Berdasarkan Hasil Wawancara diatas mengenai Mekanisme dan
proses pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan bahwa partisipasi
masyarakat, stake holder, tokoh masyarakat, LPM, dan Pemerintah pada
saat Musrenbang cukup baik. Permasalahan yang dihadapai oleh
Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat sebenarnya bukan pada proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan
namun berdasarkan pengamatan peneliti serta wawancara bersama LPM
dan tokoh masyarakat mengatakan bahwa tidak ada kejelasan dari
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pemerintah baik itu pusat atau Kecamatan terhadapa realisasi usulan
pada saat Musrenbang, kadang ada perbaikan renase tapi LPM tidak tau
ini anggaran dari mana, apa dari usulan Musrenbang ataukah bantuan lain
dari pemerintah jadi kami LPM dan Masyarakat tidak bisa mengontrol
pekerjaan mereka secara baik apa lagi kebanyakan proyek yang ada tidak
mencamtumkan jumlah anggaran yang digunakan sehingga mereka
hanya menerima bantuan itu, dan mereka malas malas untuk memprotes
jika ada permasalahan yang terjadi sebab kurangnya informasi tentang
proyek yang dikerjakan tersebut. Berdasarkan analisisi penulis terhadap
draf usulan Musrenbang Kelurahan untuk dibawah keKecamatan Perlu
kita tekankan disini mengenai usulan-usulan masyarakat jangan hanya
yang bersifat teknis saja maksudnya usulan-usulan yang dimasukkan
dalam Musrenbang Kelurahan bukan hanya yang bersifat Fisik seperti
pekerjaan renase, jalanan, masjid, namun perlu juga ditingkatkan masalah
sosialisasi dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat seperti
sosialisasi bahaya narkoba dan pentingnya pendidikan serta pelatihan
usaha-usaha rumahan kepada masyarakat. diharapakan juga pada saat
Musrenbang masyarakat turut aktif baik itu dalam memberi usulan
maupun pada saat pemantauan pekerjaan dari hasil usulan tersebut
sehingga ada senirgitas antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga
diharapkan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan diseluruh
Kelurahan diKecamatan Tamalanrea dapat dilaksanakan sesuai dengan
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Peraturan Pemerintah Kota Makassar dan Partisipasi masyarakat yang
semakin baik diMusrenbang 2015.
Adapun Hasil Musrenbang Kelurahan yang penulis dapatkan dari
Kantor Lurah dan pengurus LPM dari 6 Kelurahan yang ada diKecamatan
Tamalanrea. Namun menjadi sampel penulis hanya 3 Kelurahan saja
diantaranya Kelurahan Tamalanrea Indah, Tamalanrea, dan Kapasa yaitu
sebagai berikut:
Tabel 4.3.2.1.1






















3 Bantuan Bea Siswa SD, SMP, SMA,
RW 01, RW 04,
RW 06, RW 07,
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Sumber Data: Dokumen Rencana Kerja Prioritas Pembangunan Kelurahan
Tamalanrea Indah Tahun 2014
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Tabel 4.3.2.1.2
Dokumen Rencana Kerja Prioritas Pembangunan







RW 01 - -
2 Pembangunan
Paving Blok
RW 02 - -
3 Pembangunan
Paving Blok

















RW 07 - -
8 Pembangunan
Paving Blok












































RW 18 - -
19 Pembangunan
Paving Blok


















RW 23 - -




Dokumen Rencana Kerja Prioritas Pembangunan
Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea
Tahun 2014


































































































































3. KEBIJAKAN KETIGA ( DESENTRALISASI PENYELENGGRAN


























































Kel. Kapasa 35.000.000 -
Sumber Data: Dokumen Rencana Kerja Prioritas Pembangunan Kelurahan
Kapasa Tahun 2014
4.3.2.2. Musrenbang Tingkat Kecamatan
Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para
pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk mendapatkan
masukan kegiatan prioritas dari Kelurahan serta menyepakati rencana
kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar
89
penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah kota pada tahun berikutnya.
1. Persiapan sebelum diselenggarakannya Musrenbang Kecamatan.
1.1. Persiapan dari Kecamatan :
a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing
Kelurahan yang berisi kegiatan prioritas, sesuai dengan
pengelompokan kebijakan pokok pembangunan.
b. Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti
Musrenbang Kecamatan.
c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi
warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja
di Kecamatan, atau organisasi di tingkat Kecamatan dan NGO yang
mendapat rekomendasi dari Bappeda.
d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Kelurahan hasil
identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat Kelurahan yang
dibiayai oleh hibah / bantuan Luar Negeri.
e. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan,
yang terdiri dari Camat sebagai Pengarah, unsur Pengurus LPM
sebagai Ketua dan Sekretaris, unsur Kecamatan sebagai Bendahara,
unsur Kecamatan dan LPM sebagai Anggota.
1.2. Persiapan dari Kota :
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Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang,
yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana
pendanaannya di Kecamatan tersebut.
2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
Musrenbang Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan
februari, selama 1 (satu) hari dengan tahapan kegiatan sebagai
berikut:
a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama Kecamatan,
seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan
pengangguran.
c. Ketua LPM Kecamatan menjadi moderator Musrenbang.
d. Pemaparan penetapan prioritas hasil Musrenbang Kelurahan oleh
Ketua / Sekretaris delegasi LPM Kelurahan.
e. Pembagian peserta Musrenbang kedalam kelompok pembahasan
berdasarkan kebijakan pokok pembangunan Kota Makassar (sidang
komisi).
f. Pemaparan prioritas pembangunan Kecamatan dari tiap-tiap
kelompok (sidang paripurna).
g. Menetapkan dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan
Kecamatan berdasarkan masing-masing kebijakan pokok
pembangunan Kota Makassar.
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h. Menetapkan perkiraan anggaran / biaya pelaksanaan pembangunan,
sesuai dengan prioritas pembangunan Kecamatan berdasarkan plafon
anggaran / biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.
i. Dapat membentuk Tim Perumus bila dianggap perlu.
j. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi Kecamatan (5 orang)
untuk mengikuti Forum Musrenbang Kota. Komposisi delegasi
tersebut terdapat perwakilan perempuan.
Catatan:
Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara
sumber, Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga
langkah hasil-hasil Musrenbang kec, sehingga Camat dapat menyusun
gabungan prioritas kegiatan tahunan dari Kelurahan menurut SKPD.
Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum
Musrenbang Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita
Acara Musrenbang Kecamatan.
3. Hasil dari penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
3.1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang memuat :
a. Daftar seleksi kegiatan prioritas yang bersumber dari usulan kegiatan
prioritas LPM Kelurahan yang telah menjadi kesepakatan hasil
Musrenbang Kecamatan.
b. Daftar kegiatan prioritas yang ditetapkan, yang akan dibiayai melalui
APBD Kota tahun berikutnya, dilakukan pemilahan kegiatan yang
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akan dilaksanakan oleh SKPD dan dilengkapi dengan perkiraan dana
/ biaya / anggaran pembangunan.
3.2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau
gabungan SKPD. Selain itu, prioritas kegiatan yang diusulkan untuk
dilaksanakan melalui SKPD harus memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Kegiatan prioritas harus sudah merupakan hasil memilih dan memilah
usulan dari program Kelurahan se-Kecamatan (Hasil Sorting menjadi
Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan)
b. Kegiatan prioritas mempunyai potensi lokal tingkat Kecamatan untuk
dikembangkan
c. Kegiatan prioritas harus bersifat urgensi (penanggulangan dampak
bencana alam, sosial dan krisis)
d. Kegiatan prioritas harus berdampak pada tingkat mobilisasi ekonomi
dan sosial tingkat Kecamatan
e. Kegiatan prioritas harus dapat membuka yang terisolir baik secara
ekonomi maupun geografis tingkat Kecamatan.
f. Kegiatan prioritas adalah merupakan kebutuhan tingkat Kecamatan
bukan keinginan.
3.3. Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum
Musrenbang Kota.
3.4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan yang ditandatangani
oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
Musrenbang.
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4. Peserta Musrenbang Kecamatan.
Peserta Musrenbang Kecamatan adalah perwakilan komponen
masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Kecamatan, seperti :
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh agama, wakil
kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat
dan organisasi sosial, pengusaha, komite sekolah, utusan NGO & LSM
yang mendapatkan rekomendasi Bappeda selaku peserta pada
Musrenbang Kecamatan yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam
Musrenbang Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Narasumber Musrenbang Kecamatan.
Nara sumber terdiri dari Walikota atau yang mewakili, Bappeda.
6. Pendamping
Pendamping pada Musrenbang Kecamatan adalah organisasi FK LPM
Kecamatan dan unsur Bappeda.
7. Pemantau.
Pemantau pada Musrenbang Kecamatan adalah BAPPEDA yang
berperan mengamati, mencermati, dan melaporkan secara detail tindakan
dan dinamika suatu program. Pemantau tidak terlibat sebagai pelaku
secara langsung dalam pelaksanaan program tetapi merupakan suatu
divisi terpisah yang netral.
8. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
Pelaksana kegiatan ini adalah FK LPM Kecamatan bersama Camat,
pada Kecamatan yang bersangkutan. Pembiayaan dibiayai oleh
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Pemerintah Kota melalui SKPD Kecamatan. Tugas Tim Penyelenggara
Musrenbang Kecamatan adalah :
a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan.
b. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing
Kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab
SKPD.
c. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
d. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat
pelaksanaan Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum
kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera
melakukan pendaftaran dan atau diundang.
e. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta
Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Kelurahan maupun dari
kelompok-kelompok masyarakat.
f. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk
Musrenbang Kecamatan.
g. Membantu para delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di
Forum Musrenbang Kota.
h. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
Kecamatan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kota.
i. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-
kurangnya memuat :
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1. kegiatan prioritas yang disepakati, dan
2. daftar nama delegasi yang terpilih.
j. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada
anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan
dan Pemerintah Daerah u.p Bappeda, sebagai referensi dalam forum
pembahasan Panitia Anggaran DPRD.
9. Tugas Delegasi Musrenbang Kecamatan.
Tugas delegasi dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
adalah:
a. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas
pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum
Musrenbang Kota.
b. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan dalam
Forum Musrenbang Kota.
c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan
Kecamatan dengan delegasi dari Kelurahan dan kelompok-kelompok
masyarakat di tingkat Kecamatan.
d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan
anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.
e. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-
masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber
lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan
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dan delegasi Kecamatan membantu Camat mengumumkan program-
program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong
masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan
tersebut.
Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar mengenai Mekanisme
Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Kecamatan, dimana
Mekanisme Perencanaan pembangunan ini sesuai dengan penjelasan
Narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis. Adapun mekanisme
Musyawarah Rencana Pembangunan menurut Ketua Forum LPM
Kecamatan Tamalanrea sebagai berikut;
“Musrenbang Kecamatan dilaksanakan apabila ada surat edaran
dari Walikota untuk mengadakan Musrenbang Kecamatan
kemudian Kecamatan mengirim surat untuk melaksanakan
Musrenbang Kelurahan, kemudian hasil Musrenbang Kelurahan
dibawah ketingkat Kecamatan dan mengirim utusan-utusan mereka
untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan, ditinkat Musrenbang
Kecamatan kami bermusyawarah untuk Merumuskan skala prioritas
bersama para stake holder, tokoh-tokoh masyarakat, serta para
SKPD yang hadir. Kami disini LPM hanya sebagai jembatan antara
masyarakat dengan Pemerintah, diharapkan Hasil Musrenbang
ditingkat Kecamatan sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat
diKecamatan Tamalanrea, setelah itu barulah kita memasukan
skala prioritas pembangunan dan menetepkan utusan-utusan yang
mewakili ditingkat kota. Perwakilan inilah yang mengawal usulan-
usulan tingkat Kecamatan untuk dipaparkan bersama SKPD
ditingkat Kota”
(Hasil Wawancara 15 Oktober 2014)
Hal serupapun dikemukakan oleh Kepala Seksi Pembangunan
Kecamatan Tamalanrea;
“Tiap tahun ada surat dari Balaikota untuk membuat jadwal
Musrenbang seluruh Kecamatan, dimana sebelum Musrenbang
Kecamatan diadakan Musrenbang Kelurahan. Musrenbang
Kelurahan diatur pelaksanaannya oleh pihak Kecamatan supaya
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tidak bertabrakan supaya pak camat bisa hadir disemua
Musrenbang Kelurahan. Pada saat Musrenbang Kecamatan
partisipasi perempuan tetap ada, kalau biasanya kami mengundang
Kelurahan untuk mengirimkan utusan dalam Musrenbang
Kecamatan kalau kita mengundang lima orang biasanya dua orang
itu perempuan. Narasumber dari pelaksanaan Musrenbang tingkat
Kecamatan biasnya terpadu dari Bappeda, dinas perhubungan,
dinas Kesehatan, Dinas kebersihan, instansi vertikal dalam
Kecamatan seperti puskesmas, Danramil, Polsek Tamalanrea dan
lainnya. Setelah diadakan Musrenbang Kecamatan dan dibuatkan
skala prioritas namun tidak mengurangi usulan-usulan yang
dibawah dari Musrenbang Kelurahan tapi dibuatkan skala prioritas.
Hasil Musrenbang inilah yang dibawah diMusrenbang Kota”
(Hasil Wawancara 16 Oktober 2014)
Hal ini juga dibenarkan oleh Lurah Kapasa, yang menyatakan
bahwa:
“Dalam Musrenbang Kecamatan kami mengutus empat orang
untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan salah satunya saya
sebagai ketua LPM. untuk mengawal usulan-usulan yang disetujui
pada tingkat Kelurahan agar bisa dibawah jadi usulan Kecamatan
untuk diajukan pada tingkat Kota. Tujuan Musrenbang Kecamatan
yaitu mengenfentaris masalah-masalah yang ada diKelurahan jadi
hasil usulan dari Kelurahan itu memperjuangkan usulan prioritas
ditingkat Kelurahan supaya masuk diperencanaan tingkat
kecmatan, makanya diKecamatan itu biasanya ramai karena
masing-masing Kelurahan itu memperjuangkan dan memasukkan
masalah-masalah yang ada diKelurahannya setelah itu selesai
diKecamatan dibentuk lagi tim masing-masing dua orang satu
Kelurahan jadi kalau misalnya enam Kelurahan masing-masing dua
setiap Kelurahan jadi dua belas yang membahas mewakili
Kelurahan. Tapi pada saat penyusunannya itu cuman diwakili tujuh
orang masing-masing ketua LPM ditambah dengan forum LPM
karena forum LPM adalah Forum yang ada ditingkat Kecamatan
jadi forum yang diLPM inilah yang meramu semua usulan-usulan
dari Kelurahan menjadi usulan Kecamatan jadi skala prioritas
dibuat lagi yang mana mendesak dan kebutuhan orang banyak itu
dijadikan prioritas. Itulah hasil Musrenbang Kecamatan intinya
adalah mengenfentarisir masalah-masalah yang ada ditingkat
Kelurahan yang jadi prioritas, namun yang tidak prioritas tetap
dimasukan tapai sesuai dengan urutan skala prioritasnya. Setelah
selesai ditingkat Kecamatan maka Forum LPM Kecamatan
mengutus Tim biasanya empat sampai lima orang sesuai
permintahan dari Pemerintah Kota, inilah Tim yang mewakili
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diMusrenbang Kota sesuai Komisi-komisi baik itu komisi
Pembangunan, Kesehatan, Pendidikan, dan lain-lain yang ada
diMusrenbang Kota, saat ini hasil dari Musrenbang Kecamatan
kemudian diinput oleh Kelurahan dalam Makassar Musrenbangku
yang merupakan sistem baru yang berbasis web sehingga
memudahkan masyarakat untuk mengontrol Pemerintah dan bisa
mengetahui ususlan-usulan mereka yang terealisasi”
(Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
Adapun tambahan dari Staf Bidang Pembangunan Bappeda
sebagai berikut:
“Pelaksanaan Musrenbang dilakukan dari Kelurahan diKelurahan
BAPPEDA sebagai pendamping setelah Musrenbang Kelurahan
maka dilanjutkan Musrenbang Kecamatan diKecamatan BAPPEDA
sebagai narasumber sekaligus pendampin, berdasarkan kretifitas
pemerintah khususnya BAPPEDA dalam pelaksanaan Musrenbang
yang berbasis web sebenarnya kami pusing serta berjudi besar
pengimputan usulan dari Kelurahan berdasarkan skala prioritas,
kami pada tahun 2013 kami sempat berdiskusi kita mau lempar
kemana Musrenbang yang berbasis web maka kami sepakat untuk
langsung diKelurahan saja supaya masyarakat dapat mengetahui
usulan-usulan mereka dari bawah, dalam Musrenbang berbasis
web antusias masyarakat semakin tinggi sebab mereka bisa
mengepaluasi pemerintah. Pengimpunan usulan-usulan ini berasal
dari Kelurahan supaya masyarakat bisa mengetahui kalau hasil
Musrenbang Kelurahan mereka betul-betul dibawah ke
Musrenbang Kecamatan, sehingga masyarakat bisa
merencanakan, mengawasi, dan mengepaluasi usulan mereka dan
pemerintah secara umum”.
(Hasil Wawancara 20 Oktober 2014)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa kita mengetahui bahwa
kurang lebih proses pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tamalanrea
sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar dimana setiap Masyarakat
yang diwakili oleh perwakilan masing-masing Kelurahan beserta ketua
LPM diKelurahannya bersama-sama memperjuangkan aspirasi
Masyarakat untuk dapat diusulkan dalam Musrenbang Kota nantinya.
Dimana proses Musrenbang yang menginginkan prinsif partisipasi yang
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bersifat bootom up (dari bawah) dapat terlaksana yakni masyarakat
sebagai fokus pembangunan. dimana kita mengharapkan usulan-usulan
dari Masyarakat dapat didengarkan dan dikerjakan oleh pemerintah untuk
mempermudahkan masyarakat dalam kehidupannya dan terciptanya
hubungan yang baik anatara pemerintah dengan masyarakatnya.
Adapun Hasil Musrenbang Skala Prioritas Kecamatan Tamalanrea
pada Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:
Table 4.3.2.2.1
Dokumen Rencana Kerja Prioritas Pembangunan
Kecamatan Tamalanrea
Tahun 2014
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4. KEBIJAKAN KEEMPAT (DESENTRALISASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BEBAS KORUPSI)











































4 Sertifikasi Tanah Pasung


































Sumber Data:Dokumen Rencana Kerja Prioritas Pembangunan Kecamatan
Tamalnrea Tahun 2014
Berdasarkan Hasil Musrenbang diatas penulis menarik kesimpulan
bahwa dominan hasil Musrenbang Kecamatan maupun Kelurahan sifatnya
Fisik (bangunan). ini disebabkan oleh keperluan infrastrukturlah yang
dominan dibutuhkan oleh masyarakat. ini sesuai dengan pernyataan
Sekertaris Kecamatan Tamalanrea sebagai berikut;
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“Kalau memang usulan-usulan masyarakat yang ada dominan
bersifat pembangunan seperti paving blok dan sebagainya berarti
masyarakat saat ini membutuhkan pembangunan yang bersifat
fisik, itulah gunannya Musrenbang dilakukan untuk menampung
aspirasi masyarakat dari bawah”
( Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2014)
Berdasarkan hasil Musrembang Kelurahan maupun kecamatan kita
dapat melihat bahwa partisipasi masyarakat telah mencerminkan sistem
perencanaan yang bercirikan bottom up (dari bawah) yang merupakan
tujuan utama dari pelaksanaan Musrembang.
4.4. Bentuk atau Jenis Partisipasi Dalam Pelaksanaan Musrenbang
Ada berbagai macam bentuk atau Jenis partisipasi menurut para
ahli. Berdasarkan teori-teori yang ada maka penulis hanya mengkaji
bentuk dan jenis partisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang di
Kecamatan Tamalanrea berdasarkan hasil wawancara dan penelitian
Penulis. Adapun menurut penulis Bentuk dan Jenis Partisipasi yang
dimaksud adalah:
4.4.1. Partisipasi Dalam Bentuk Materi
Partisipasi ini merupakan Jenis partisipasi yang bersifat nyata atau
nampak seperti partisipasi uang dan Barang. Dimana seseorang atau
masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan uang atau barang
dalam pelaksanaan Musrenbang maupun pada saat pelaksanaan
pembangunan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis
dengan Ketua RW X1 Kelurahan Bira yaitu;
“Dalam pelaksanaan Musrenbang biasanya masyarakat
diKelurahan Bira meminjamkan pengeras suara dan kipas anginnya
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apabila pelaksanaan Musrenbang dilakukan. Itu karena
perlengkapan diKelurahan kami terbatas. Disini juga
masyarakatnya apabila dalam pembangunan, tanah mereka
terkena daerah untuk dibanguni fasilitas umum mereka ikhlas
memberikan tanahnya itu walaupun kita tau harga tanah tidak
murah dimakassar, tapi mereka ikhlas memberikan tanahnya”
(Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2014)
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua RW Y1 Kelurahan Kapasa
yang mengungkapkan bahwa;
“Bentuk partisipasi masyarakat disini dalam Musrenbang biasanya
mereka kumpul-kumpul uang untuk digunakan beli kue dan air
apabila dilakukan Musywarah ditingkat RW/RT karena dana dari
Kelurahan tidak ada, biasanya masyarakat ketika diadakan
pembangunan saluran air mereka membelikan semen untuk
ditambahkan apabila jalan masuk mereka ingin disemen, biasanya
kami juga melarang masyarakat karena jalan itu sudah masuk
dipenganggaran pembangunan tapi mereka ikhlas katanya”
( Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
Berbedah dengan yang diungkapkan oleh Sekertaris Camat
Tamalanrea, yang mengungkapkan bahwa;
“pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan masyarakat tidak ada
bantuan baik itu dalam bentuk barang maupun uang ini
dikarenakan anggaran Musrenbang Kecamatan telah ada dari
pemerintah Kota sehingga tidak adalagi bantuan dalam bentuk
uang maupun barang”
(Hasil Wawancara 15 Oktober 2014)
Berdasarkan hasil wawancara diatas kita bisa mengetahui bahwa
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun perencanaan
pembangunan cukup baik, dimana mereka ikhlas memberikan bantuan
dalam bentuk uang, maupun barang untuk memperlanjar proses
pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pekerjaan pembangunan
itu sendiri. Adapun dalam tingkat Musrenbang Kecamatan masyarakat
tidak lagi memberikan sumbangan dalam bentuk materi ini akibat
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anggaran yang diberikan sudah ada dari pemerintah Kota sehingga stake
holder atau para peserta hanya diharapakan untuk hadir dan
berpartisipasi dalam bentuk pemikiran.
4.4.2. Partisipasi Dalam Bentuk Non materi
Partisipasi dalam bentuk Non Materi merupakan partisipasi dalam
bentuk tenaga maupun ide dan gagasan dalam pelaksanaan Musrenbang,
dimana Masyarakat memberikan tenaga mereka untuk bekerja mengatur
pelaksanaan Musrenbang maupun mereka memberikan gagasan dan ide-
ide mereka dalam pelaksanaan Musrenbang untuk dijadikan usulan-
usulan yang tepat untuk pembangunan yang akan dikerjakan oleh
pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. penjelasan ini
dibenarkan oleh Lurah Tamalanrea Jaya;
“Pada pelaksanaan Musrenbang diharapkan masyarakat dapat
memberikan ide-ide dan usulan-usulan mereka sehingga
memperlancar jalannya Musrenbang dan membantu kami untuk
menentukan prioritas permasalahan diKelurahan Tamalanrea Jaya”
(Hasil Wawancar 15 Oktober 2014)
Hal ini juga dipaparkan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan
Tamalanrea yaitu;
“Dalam Pelaksanaan Musrenbang para peserta memberikan ide-ide
dan usulan-usulan mereka yang mereka anggap prioritas
diKelurahannya selanjutnya kita memilih dan memilah lagi yang
mana prioritas untuk dibawah di Musrenbang Kota selanjutnya”
(Hasil Wawancara 16 Oktober 2014)
Hal yang berbedah diungkapkan diungkapkan oleh Ketua RW X1
Kelurahan Kapasa yaitu:
“Masyarakat disini sangat antusias untuk hadir, namun kami
mengharapkan yang hadir dapat memberikan usulan dan berbicara
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ketika diadakan Musyawarah bukan hanya datang dan diam, hal ini
kami sering alami banyak yang hadir namun cuman duduk dan
diam”
(Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
Berdasarkan pemamparan hasil wawancara penulis diatas maka
kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang baik itu
dalam tingkat Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan partisipasi
masyarakat baik itu dalam bentu Materi (uang/barang), maupun dalam
bentuk Non Materi (ide-ide/tenaga) cukup baik. Namun kita
mengharapkan bahwa peningkatan partisipasi yang ditekankan oleh
pemerintah dan masyarakat harusnya partisipasi yang bersifat non materi.
Ini dikarenakan pembangunan yang kita inginkan bersifat bootom up
dimana aspirasi usulan Musrenbang itu dari bawah. Pemerintah juga disini
harus menambah biaya pelaksanaan Musrenbang dikarenakan masih ada
Kelurahan yang mengumpulkan uang untuk pelaksanaan Musrenbangnya
ini dikarenakan dana yang dikucurkan pemerintah tidak cukup.
4.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kecamatan
Tamalanrea
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka peneliti
mendapatkan berbagai macam Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) diKecamatan
Tamalanrea, diantaranya sebagai berikut:
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1.1. Faktor Anggaran
Unsur yang penting dalam pembangunan adalah bagaimana
mengerakan masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama dalam
memusyawarakan apa-apa saja yang perlu dibicarakan dalam
pembangunan namun terkadang pemerintah maupun masyarakat
terkendala oleh anggaran atau biaya.
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Sekertaris
Kecamatan Tamalanrea sebagai berikut;
“kendala pada saat Musrenbang karena anggarannya terbatas
sementara semua aspirasi-aspirasi dari bawah, perencanaan dari
bawah mau dikabulkan. Makanya kita tidak bisa menyerap aspirasi
dari bawah pada tahun itu untuk semuanya bisa diakomodir karena
dana terbatas tetapi secara bertahap kita harapkan perencanaan ini
bisa berkesinambungan artinya berjalan terus jangan sampai ada
perencanaan yang berjalan setengah-setengah ”
(Hasil Wawancara 16 Oktober 2014)
Hal yang sama diperjelas oleh Ketua LPM Tamalanrea yang
mengungkapkan bahwa:
“Kita Kelurahan Tamalanrea memiliki 23 RW dan memiliki luas
wilayah yang sangat luas namun dana pembangunan yang
dikucurkan oleh pemerintah pada saat penganggaran sama dengan
Kelurahan lainnya yang memiliki RW/RT yang sedikit dan luas
wilayah yang kecil, seharusnya kami Kelurahan Tamalanrea jika
anggaran Kelurahan lain 2 milyar untuk pembangunan maka kami
seharusnya 5 Milyar sehingga dalam pelaksanaan Musrenbang
usulan-usulan yang dimasukkan lebih banyak dapat terlaksana dan
terealisasi sehingga pembangunan Kelurahan Tamalanrea lebih
baik”
(Hasil Wawancara 15 Oktober 2014)
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Hal yang berbedah diungkapkan oleh LPM Kelurahan Bira yang
mengungkapkan bahwa;
“biaya dari Musrenbang itu ada dari atas tapi tidak sangat-sangat
memadai dan sangat mencukupi untuk kegiatan itu, seperti
anggaran transpor yang cuman sepuluh ribu itupun kalau partisipasi
masyrakat banyak maka uang transpor semakin sedikit, kasian
masyarakat-masyarakat”
(hasil wawancara 14 Oktober 2014)
Berdasarkan hasil wawancara dengan para Narasumber maka
dapat disimpulkan bahwa pendanaan Musrenbang harus sesuai dengan
kebutuhan Kelurahan baik itu anggaran Pelaksanaan Musrenbang
maupun anggaran pembangunan tiap Kelurahan. Seharusnya Bappeda
bisa ikut atau mengirim wakilnya dan tiap tahun mengadakan evaluasi
terhadap pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Apakah pendanaan yang
diberikan cukup dan sesuaikah alokasi dana Pembangunan yang
diberikan diKecamatan atau Kelurahan. sebagaimana bappeda
merupakan Pendamping Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang.
1.2. Faktor Waktu
Setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing berdasarkan
pekerjaan mereka, mengakibatkan waktu luang orang berbeda-beda
antara orang yang satu dengan lainnya, seperti contohnya: antara Guru
dengan Pedangang kita tau Guru memiliki waktu kerja hari senin sampai
sabtu sedangkan pedagang memiliki waktu yang tidak menentu
kebanyakan memiliki waktu luang yang lebih ketimbang Guru.
Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan RW X1 Kelurahan
Kapasa mengungkapkan;
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“Dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan kami biasanya
melaksanakannya pada hari libur antara sabtu dengan minggu dan
biasanya malam hari, ini dikarenakan waktu inilah yang dianggap
baik karena partisipasi masyarakat akan maksimal karena sudah
tidak ada kesibukan pekerjaan”
(Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
Hal ini sesuai dengan pendapat RW Y1 Kelurahan Tamalanrea
mengungkapkan:
“rata-rata pekerjaan masyarakat di Kelurahan Tamalanrea, pekerja
kantoran akibatnya pada saat Musrenbang Kelurahan banyak
teman-teman RT/RW yang tidak sempat datang sebab mereka
terkendala oleh pekerjaan”
(Hasil Wawancara 15 Oktober 2014)
Hal yang berbedah dikemukakan oleh LPM Kelurahan Bira yang
menyatakan bahwa:
“untuk mengumpulkan masyarakat disini sangat mudah, karena
partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, ketika ada
Musremabang masyarakat selalu meluangkan waktunya untuk
hadir”
(Hasil Wawancara 14 Oktober 2014)
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai
narasumber maka kita bisa mengetahui bahwa pemerintah harus
menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan Musrenbang baik
tingkat Kelurahan maupun Kecamatan agar partisispasi masyarakat dan
para stake holder bisa maksimal dan dapat menghasilkan musyawarah
yang mencerminkan sistem demokrasi. Pemerintah juga harus
memberikan perhatian atau rewords yang tinggi terhadap Kelurahan yang
tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi sebagai motivasi untuk Kelurahan
lainnya.
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1.3. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan
seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan
diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya pada pelaksanaan
Musrenbang. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu
kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama ketua RW
X1 Tamalanrea Jaya yang mengungkapkan bahwa;
“Disini warganya sangat sibuk karena kebanyakan yang tinggal
disini pekerjaannya dosen dan sebagian kantoran, makanya pada
saat Musrenbang mereka sangat susah hadir”
(Hasil Wawancara 15 Oktober 2014)
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua RW Y1
Tamalanrea Indah yang mengungkapkan bahwa;
“Warga disini malas dan susah untuk dikumpulkan pada saat
Musyawarah, khusunya musyawarah RT/RW. Karena masyarakat
disini kebanyakan tukang becak, pemulung, sehingga malas untuk
hadir dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini”
(Hasil Wawancara 13 Oktober 2014)
Berdasarakan hasil wawancara diatas maka kita bisa
menyimpulkan bahwa pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi
partisipasi mereka dalam pelaksanaan Musrenbang, dimana pemerintah
diharapkan dapat mengatur jadwal yang tepat agar masyarakat dapat
mencocokan waktu sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses
Musrenbang atau kegiatan lainnya, dan diharapkan bagaimana
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pemerintah menjelaskan kepada masyarakat pentingnya Musrenbang
agar mereka bisa hadir walaupun mereka terkendala oleh pekerjaan.
1.4. Faktor Usia
Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari
kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai
dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang
berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan penjelasan Lurah Bira
yaitu;
“Pada pelaksanaan Musrenbang yang hadir adalah para usia-usia
tua dimana kebanyakan berumur 40 keatas. Berdasarkan
pemantauan saya sebagai lurah di Kelurahan Bira minimal yang
Hadir paling mudah Usia 25 keatas, saya tidak tau apa
penyebabnya namun antusias pemudah disini untuk ikut
Musrenbang sangat kurang biasanya dia lebih fokus pada saat
pekerjaan pembangunan”
(Hasil wawancara 14 Oktober 2014)
Hal yang sama diugkapkan oleh Sekertaris Camat Tamalanrea yaitu:
“Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan diikuti oleh utusan-utusan
dari Kelurahan dimana utusan-utusan yang dikirim hampir
semuanya adalah usia tua sangat kurang kita dapatkan utusan
yang umurnya masih muda. Kita harapkan utusan-utusan dari
Kelurahan ada yang mahasiswa ini diharapkan untuk membantu
anak-anak kita agar nantinya mereka Paham tentang Musrenbang
karena mereka jugalah penerus kita nantinya”
(Hasil Wawancara 16 Oktober 2014)
Berdasarkan penjelasan diatas maka kita mengharapkan
pelaksanaan Musrenbang tidak saja diikuti oleh usia tua namun kita juga
mengharapkan usia-usia mudahlah yang diikutkan sebab kita yang anak
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mudah inilah nantinya sebagai penerus-penerus pembangunan. Kami juga
berharap dalam pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan usia tua dapat
memberikan ruang kepada pemudah-pemudah untuk berproses dalam





Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran yang
berhubungan dengan hasil penelitian di Kecamatan Tamalanrea
mengenai Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
5.1. Kesimpulan
1. Adapun dalam mekanisme pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan diKecamatan Tamalanrea sudah berjaan dengan
baik dan sesuai dengan Peraturan walikota Makassar mengenai
Mekanisme Proses Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan. Namun tingkat partisipasi dalam pelaksanaan
Musrenbang harus ditingkatkan baik itu partisipasi masyarakat
maupun partisipasi pemerintah,namun Musrenbang Kelurahan
dan Kecamatan, diharapkan partisipasi masyarakatlah yang lebih
dominan agar dapat menciptakan proses pelaksanaan yang
bersifat bootom up atau perencanaan dari bawah dimana
diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbang.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
Musrenbang di Kecamatan Tamalanrea yakni faktor Dana, Waktu,
Pekerjaan dan Penghasilan, serta Umur. Dimana faktor-faktor




Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah
Pelaksanaan Musrenbang akan tercipta dengan baik dan sesuai
dengan keinginan masyarakat apabila pemerintah merealisasikan
usulan-usulan masyarakat yang mereka anggap prioritas karena
merekalah yang mengetahui apa yang mereka butuhkan,
pemerintah hanya menganggarkan hasil dari Musrenbang mereka
untuk dilaksanakan. Diharapkan juga pemerintah terbuka dalam
menetapkan usulan-usulan yang ditetapkan oleh pemerintah
dalam Musrenbang, agar masyarakat dapat memantau pada saat
pekerjaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan
oleh SKPD yang mengerjakannya.
Pemerintah juga diharapkan memperhatikan faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang baik itu faktor-
faktor yang ditulis oleh penulis maupun faktor-faktor lain yang ada
agar dalam pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan dengan baik
dan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan maupun Kelurahan
dapat sesuai dengan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh
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